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ABSTRAK

Ade Ardiansyah, Abdul Mahsyar, Fatmawati, M.Si

Tujuan penelitian ini membahas implementasi sistem merit dalam
pengembangan karir jabatan pemerintahan di Kabupaten Sinjai. Dalam
era tuntutan efisiensi dan pelayanan publik yang berkualitas, penelitian ini
mengidentifikasi sejumlah poin penting yang memperkuat sistem merit
sebagai pendekatan yang efektif. Fokus utama penelitian ini adalah pada
orientasi pada kualifikasi, penekanan pada kompetensi, dan pentingnya
penilaian kinerja. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan alat
analisis Nvivo 12 Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi
pada kualifikasi memastikan bahwa individu yang ditempatkan dalam
jabatan memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman yang sesuai.
Penekanan pada kompetensi juga menjadi pijakan dalam pengukuran
kinerja individu, memastikan pegawai memiliki kemampuan yang relevan
dengan tugas jabatan. Pentingnya penilaian kinerja juga memberikan
pandangan obyektif terhadap kontribusi pegawai dan mendorong
peningkatan kinerja. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa
tantangan yang perlu. diatasi dalam mengoptimalkan implementasi sistem
merit di Kabupaten Sinjai. Tantangan ini meliputi perlunya kriteria
penilaian yang jelas, alokasi sumber daya untuk pelatihan dan
pengembangan, Kkebijakan yang mendukung, dan pengawasan yang
efektif. Sebagai rekomendasi, penelitian ini mengusulkan langkah-langkah
strategis, termasuk = menyusun kriteria penilaian yang jelas,
mengidentifikasi  kebutuhan pelatihan khusus, memastikan akses
informasi yang mudah, melakukan evaluasi berkala, dan mendorong
transparansi dalam proses seleksi dan penilaian. Menerapkan
rekomendasi ini, Kabupaten Sinjai dapat memperkuat pengembangan
sistem merit dan karir pegawai pemerintahan. Ini akan membantu
menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan profesional,
meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mencapai tujuan
pembangunan yang lebih baik.

Kata kunci: Sitem, merit, pengembangan, karir, kinerja
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem merit di anggap sebagai metode praktis untuk menyeleksi
tingkat jabatan berdasarkan kualifikasi dan keahlian aparatur
kepegawaian, menyadari hal tersebut Indonesia Saat ini, sistem merit
dimaksimalkan sesuai dengan regulasi berupa Undang-Undang No. 5,
2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN (Nurmaya & Febrina,
2021). Juga ditegaskan oleh Nur Khobiburrohma, at all (2020); bahwa
Sistem Merit merupakan produk konstitusi yang berbasis pada standar
dan prasayarat kemampuan menejerial ASN, hal ini membuat etos
kerja yang berbasis pada kompetensi dan profesionalisme bidang, hal
ini menciptakan good governance sebagai sebuah iklim birokrasi yang
berdaya saing, demikian juga dijelaskan oleh Undang-Undang (2014);
hadirnya peraturan ini untuk menegaskan bahwa untuk menjadi ASN
yang ekuivalen dengan kebutuhan zaman, harus berdasarkan pada
keahlian bidang, bukan berdasarkan pada kelompok tertentu,ras
tertentu bahkan suku tertentu.

Menurut Ismail (2019); terkait merit system dalam mewujudkan
transparansi pembinaan Kkarier aparatur sipil negara, mengatakan
bahwa tujuan dilaksanakannya Sistem Merit dalam manajemen ASN
adalah untuk merekrut ASN yang profesional, berintegritas tinggi, dan

mampu menempatkan mereka sesuai dengan kualifikasi pendidikan,



kompetensi, dan kinerja yang dimiliki. Selain itu Matias Neis Watulangi
(2018); dalam jurnalnya terkait perwujudan asas netralitas birokrasi
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara,Bahwa pentingnya setiap ASN menghindari dari kegiatan
politik praktis karna tidak kompatibel dengan tugas pokok,dan fungsi
ASN itu sendiri. Menurut Pit Pasiak, Ronny A Maramis (2020); sistem
Merit memainkan peran penting dalam mengidentifikasi para pejabat
atau aparatur yang berkompetensi dan memiliki keahlian yang unggul,
khusunya dalam upaya pengembangan karir dan pengisian jabatan
strategis dalam pemerintahan. Penerapan ini, maka dapat diakui bahwa
penilaian yang obyektif dan berdasarkan merit memfasilitasi pemilihan
pejabat yang paling berkualitas untuk posisi yang lebih tinggi dalam
struktur organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa
pengertian Sistem Merit menurut kosa kata adalah "Sistem; kumpulan
hal-hal yang saling terhubung atau bekerja bersama.". Sistem Merit
juga dapat diartikan sebagai pendekatan penilaian yang
menghubungkan kualifikasi dan kinerja secara terintegrasi untuk
memastikan pemilihan pejabat berdasarkan kriteria yang obyektif dan
kompetensi yang unggul. Sedangkan kata “Merit; a good quality which
is deserve to be praised (hal-hal yang baik patut di hargai)” (Wungu &
Brotoharsojo, 2003). Selain itu, pemilihan pejabat yang tidak didasarkan

pada Sistem Merit, maka akan berdampak pada rendahnya



profesionalitas aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan
fungsi mereka (Sahambangung, Pioh, et al., 2019).

Peberapa sistem merit juga telah dilakukan diberbagai wilayah di
Indonesia, termasuk pemerintahan di Kabupaten Sinjai, yang ada di
Sulawesi Selatan. Lebih lanjut, melalui Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN) memberikan apresiasi terhadap program yang mendukung
penyusunan Road Map pada Sistem Merit yang ada di Kabupaten
Sinjai. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang
Kepegawaian dengan tema "Akselerasi Pelaksanaan Sistem Merit"
mendapat perhatian khusus dari Wakil Ketua KASN. Penghargaan juga
diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai karena berhasil
mengumpulkan penghargaan-penghargaan dalam Sistem Merit dari
KASN. Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa, menerima
penghargaan tersebut atas kesuksesan penerapan Sistem Merit di
Kabupaten Sinjai (Sinjaikab.go.id, 2021).

Pada 2021, Sistem Merit bagi PNS di Kabupaten Sinjai, di mana
hal itu melibatkan uji kompetensi sebagai bagian dari penilaian
kualifikasi pegawai. Karena belum ada fasilitas ruang Assessment
Center di Kabupaten Sinjai, maka dengan demikian, kerjasama
dilakukan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
untuk menyelenggarakan tahap uji kompetensi. Pengujian ini
berimplikasi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana tingkat

kompetensi pegawai berkesesuaian dengan standar kompetensi



jabatan yang diamanahkan. Aspek penting itu menjadi salah satu di
antara syarat yang sudah semestinya dipenuhi oleh Aparatur Sipil
Negara, khususnya PNS di lingkup pemerintahan seperti di Kabupaten
Sinjai untuk terus menjalankan tugas-tugas dan fungsinya secara
optimal.

Terdapat 4561 pegawai di Kabupaten Sinjai. Dari jumlah
tersebut, 106 pegawai telah melaksanakan uji kompetensi, sedangkan
sisanya, yaitu 4455 pegawai, belum melaksanakan uji kompetensi.
Namun, hampir 98 persen dari pegawai eselon |l sudah melaksanakan
uji kompetensi, hanya 1 orang yang belum melaksanakan uji
kompetensi. Kemudian disusul oleh pegawai eselon Il yang telah
melaksanakan uji kompetensi berjumlah 71 pegawai dari 159 pegawai,
namun sisanya yang 88 pegawai belum melaksanakan uji kompetensi.
Sementara Pegawai Eselon |V dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
atau biasa dikenal dengan Jabatan Fungsional Teknis atau
Keterampilan serta Jabatan Fungsional Umum (JFU) belum sama
sekali melaksanakan uji kompetensi.

Selain itu Dibawah ini kita bisa melihat data terkait rekapitulasi
Aparatur Sipil Negara Pemerintah kabupaten Sinjai Keadaan April 2023

sebagai berikut:



Tabel 1. Daftar Rekapitulasi ASN di Kabupaten Sinjai

DAFTAR REKAPITULASI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KAB. SINJAI
KEADAAN : APRIL 2023

BERDASARKAN JENIS BERDASARKAN PENDIDIKAN BERDASARKAN
KELAMIN TOTAL TOTAL AGAMA TOTAL
PRIA WANITA sp |smp]sma| i | o | o | oav | s1 52 53 1stam | Non musLIm
PNS 1775 2786 4561 1 6 294 1 74 454 115 3238 376 2 4561 4552 9 4561
PPPK| 144 407 551 o 0 3 o o 1 1 546 0 o 551 551 0 551
Asn| 1910 3193 suz | 1 6 | 207 1 74 | ass | 116 | 378a | 376 2 5112 | 5103 9 5112
JABATAN STRUKTURAL TERISI FUNGSIONAL TOTAL
TOTAL] PELAKSANA TOTAL ASN
ta b jmajmp] va | wb PENDIDIKAN | KESEHATAN | INSPEKTORAT | Lamnnya | peec ] PNS
1 |33|ss]wos] 193 | 8o | 470 1025 2026 717 23 201 551 | 4561 5112
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL JABATAN STRUKTURAL TIDAK TERISI
[TOTA TOTAL
a fubfmajmp] wva | wp a [l ub Jma]mp | wa | wp
1 |37|s7wo] 206 | o7 | so7 | o 4 2 1 13 8 28
BERDASARKAN GOLONGAN
PNS PPPK
TOTAL
a fiyb)vevd | wa /b wie § w/d |omfa §ow/b | ow/fe | omyd w/a | w/b W/c wid  Jrotal] v vl X | ToTAL
1] o o 3 6 31 147 199 590 500 678 976 577 812 42 o 4561 3 1 547 551 5112

SINJAIL 01 Mei 2023
Kepala BKPSDMA

LUKMAN MANNAN, 5.1P., M.5i
Pangkat : Pembina Utama Muda

Berdasarkan data di atas diberikan pemetaan berdasarkan jenis
kelamin, pendidikan, agama, jabatan struktural terisi, fungsional, jumlah
jabatan struktural, jabatan struktural tidak terisi, serta berdasarkan
golongan. Pengelompokan  dilakukan agar sesuai dengan
profesionalisme bidang serta efektivitas kerja dan dijadikan database
kepegawaian, selain itu tertib administratif sebagai salah satu syarat
untuk terlaksananya sistem merit.

Menurut Suderadjat (2017); Assessor fungsional memegang
peran penting dalam pelaksanaan assessment kompetensi manajerial,
yang meliputi tugas-tugas seperti pelaksanaan penilaian, pemantauan,
evaluasi proses, dan pemanfaatan hasil penilaian. Selain itu, mereka
bertanggung jawab dalam mengembangkan metode penilaian yang

lebih efektif dan inovatif. Dalam konteks penilaian kompetensi



manajerial, assessor fungsional berfungsi sebagai ahli yang melakukan
evaluasi terhadap kemampuan dan kinerja individu atau kelompok
dalam lingkungan manajerial.

Tugas mereka tidak hanya mencakup pelaksanaan penilaian itu
sendiri, tetapi juga memonitor dan mengevaluasi seluruh proses
penilaian secara keseluruhan. Hasil penilaian yang diperoleh haruslah
dimanfaatkan dengan bijaksana untuk pengembangan karier dan
perencanaan pengembangan kompetensi para pegawai. Selain itu,
assessor fungsional juga ~memiliki - peran yang signifikan dalam
mengembangkan metode penilaian yang lebih baik dan tepat guna.
Mereka berusaha untuk meningkatkan validitas, reliabilitas, dan
objektivitas dari proses penilaian, sehingga menghasilkan data yang
akurat dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan.

Namun, saat ini Pemerintah Kabupaten Sinjai menghadapi
kendala karena belum memiliki tenaga fungsional assessor yang
memenuhi syarat. Sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi dari
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk menduduki jabatan assessor
masih terbatas. Oleh karena itu, upaya pelestarian dan pengembangan
SDM yang sesuai menjadi suatu kebutuhan mendesak agar Pemerintah
Kabupaten Sinjai dapat melaksanakan Assessment Center secara
efektif dan profesional. Dengan kehadiran tenaga fungsional assessor

yang kompeten, Pemerintah Kabupaten Sinjai dapat memastikan



kualitas penilaian kompetensi manajerial yang lebih baik, serta
memperkuat sistem merit dalam manajemen ASN.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti sangat tertarik untuk
mengeksplorasi lebih lanjut tentang efektivitas penerapan Sistem Merit
dalam pengisian jabatan pemerintahan di Kabupaten Sinjai, Provinsi
Sulawesi Selatan. Khususnya, penelitian ini akan berfokus pada
kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai Timur, dengan dua kelurahan di
Sinjai Utara dan satu kelurahan di Sinjai Timur sebagai sampel
penelitian. Dalam konteks pengembangan karir jabatan pemerintahan,
prinsip keadilan, akuntabilitas, dan profesionalisme menjadi landasan
utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sejalan
dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan amanah,
Al-Quran menekankan pentingnya penunaian tanggung jawab kepada
yang berhak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa

ayat 58:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adlil.
Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”



Ayat ini secara tegas menggaris bawahi urgensi penempatan
seseorang pada posisi yang sesuai dengan kompetensi dan
kelayakannya, serta keharusan untuk berlaku adil dalam setiap
keputusan. Prinsip ini menjadi fondasi filosofis bagi implementasi
sistem merit dalam pengembangan karir, yang berupaya memastikan
bahwa promosi dan penempatan jabatan didasarkan pada kualifikasi,
kinerja, dan integritas, bukan pada faktor-faktor subyektif atau non-merit
lainnya. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul "Implementasi
Sistem Merit Dalam Pengembangan Karir Jabatan Pemerintahan di
Kabupaten Sinjai” untuk menyelidiki- bagaimana penerapan Sistem
Merit berlangsung di dalam proses pengisian jabatan pemerintahan di
wilayah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan
yang berharga tentang efektivitas dan dampak dari Sistem Merit dalam
menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas di pemerintahan
Kabupaten Sinjai.
. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka masalah yang dikaji

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan pengembangan karir jabatan pemerintah

kelurahan dilihat dari aspek kualifikasi, kompetensi, dan kinerja?
2. Apa kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pengembangan karir

berdasarkan sistem merit dalam jabatan struktural Pemerintah

Kabupaten Sinjai?



C. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan pengembangan
karir jabatan berdasar sistem merit pada pegawai lingkup pemerintah

kabupaten sinjai?

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan

pengembangan sistem merit dalam jabatan struktural pemerintah

kabupaten sinjai?

D. Manfaat Penelitian

1.

Secara akademis atau. teoritis, penelitian ini. diharapkan dapat
memberikan sumbangsih dalam hal pemikiran pada penerapan
manajemen Aparatur Sipil Negara dengan pola Sistem Merit pada
lingkup Pemerintah di Kabupaten Sinjai.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi
serta masukan kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk
mengambil langkah kebijakan guna meningkatkan kinerja Aparatur
Sipil Negara dengan mengadopsi pola Sistem Merit oleh

Pemerintah Kabupaten Sinjai.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah usaha untuk mencari pembanding

atau referensi sebelumnya, kemudian dijadikan referensi baru untuk

peneliti berikutnya. Selain itu, analisis sebelumnya mempermudah

peneliti dalam menempatkan penelitian dan menunjukan keaslian

penelitian. Pada bagian ini peneliti

menyampaikan berbagai hasil

sebelumnya dengan melakukan kajian yang dimaksud, selanjutnya

dibuatkan ringkasan. Berikut merupakan rincian penelitian terdahulu

sesuai dengan tema yang akan dikaji, yaitu:

Tabel 2. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Nama, Relevansi
No | Tahun, Fokus Metode Hasil Persamaa Perbedaan
Judul n
1. | Sefullah | dengan Kualitati | Dari hasil e Objek e Subjek
, mengguna | f penelitian diteliti penelitian
Fahmal, | kan kriteria | dengan | didapatkan Sama berbeda,
and yang telah | type bahwa dari | YU sebelumnya
Said ditetapkan | penelitia | delapan SISte-m |r_npllementa
(2020); | berdasarka | n aspek dan 35 merllt, Sl sistem
; o eJenis dan | merit,semen
Implem | n deskripti | sub aspek metode tara
entasi Peraturan | f yang pendekata | sekarang
Sistem | Menteri dijadikan nyang adalah
Merit Pendayagu indikator digunakan | manajemen
Dalam | naan dalam dalaTt. sistem merit
: : penelitian e Indikator
Manaje | Aparatur .mellhat sama dalam fokus
men Negara |r.np.elementa yaitu berbeda,
Aparatu | dan si sistem deskriptif | sebelumnya
r Sipil Reformasi merit pada kualitatif, menggunak
Negara | Birokrasi Kantor e Undang- an undang-
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Kement | Nomor 40 Wilayah undang undang
erian Tahun Kementerian | No.40 No.40 tahun
Agama | 2018 Agama tahun 2018
Sulawe | tentang Provinsi 2018. seme_nf[ara_ .
. . penelitian ini
Si Pfadoman Sulawesi menggunak
Selatan. | Sistem Selatan, an undang-
Merit terdapat 12 undang No
dalam sub aspek 5 tahun
Manajeme yang 2014.
n Aparatur terimpeleme o Lokasi
Sipil ntasi, 5 sub penelitian
yang
Negara aspek yang dilakukan
dinilai kurang dalam
terimplement penelitian
asi, dan 18 sebelumnya
sub aspek di Kantor
yang tidak Wilayah
. Kementeria
terimplement
. n Agama
25 Prov.
Sulawesi
Selatan
Nurnad | Mengguna | Kualitati | Menunjukan |e Objek e Type
hifaand | kan f Kementerian | yang sebelumnya
Syahrin | Peraturan | dengan | Keuangan diteliti menggunak
a Pemerinta | paradig | telah e na an g
(2021); |hNo.11 | mapost | menerapkan o gg;? 'gma
Implem | tahun 2017 | positivis | sistem merit | arit positivisme
entasi tentang me. dengan baik e Jenis sedangkan
Sistem | Manajeme dalam penelitian | penelitian
Merit n PNS pengelolaan | yang selanjutnya
dalam SDMnya, digunakan | type
Manaje dimulai dari sama penel!thn
yaitu deskriptif.
men tahapgn kualitatif. @ Subjek yang
Pegawa seleksi e Undang- diteliti
i Negeri rekrutmen, undang berbeda
Sipil di penataan yang sebelumnya
Kement pegawai digunakan | implementa
erian melalui be_rtbeda Si si_;;,tem
aitu merit,
Keuang pengembang 3r;eraturan sedangkan
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an
Republi
k.

an
kompetensi,
pengembang
an karier,
hingga
promosi
pegawai.
Manajemen.

pemerinta
h No 11
tahun
2017
tentang
manajeme
n ASN.

sekarang
manajemen
pengemban
gan karir
jabatan
dalam
pemerintaha
n
berdasarkan
sistem

merit.

e Lokus
dalam
penelitian
sebelumnya
di
kementrian
keuangan
republik
indonesia
sedangkan
sekarang di
kabupaten
sinjai.

e Fokus yang
digunakan
dalam
penelitian
sebelumnya
adalah
implementa
si sistem
merit dalam
manajemen
pegawai
negri sipil di
kementrian
keuangan
republik
indonesia.

Meyrina
(2016);
implem
entasi

peningkata
n kinerja
melalui
sistem
merit guna
melaksana

Metode
deskripti
f
kualitatif

Implementasi
peningkatan
kinerja
melalui
Sistem Merit

e Objek
dalam
penelitian
sama
yaitu

sistem

e Fokus
penelitian
sebelumnya
terkait
implementa

SI
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peningk
atan
kinerja
melalui
merit
system
guna
melaks
anakan
Undang
Undang
Aparatu
r Sipil
Negara”

kan
undang-
undang
aparatur
sipil
negara no.
5 tahun
2014

di
kementeria
n hukum

dan ham.

terhadap
Undang-
Undang No.5
Tahun 2014
di lingkungan
Kementerian
Hukum dan
HAM, belum
pernah
isosialisasika
n di Unit-unit
lingkungan
Kementerian
Hukum dan
HAM seluruh
Indonesia.sel
ain itu
Perwujudan
perubahan
melalui
sistem merit
berdasarkan
Undang-
undang No.5
Tahun 2014
tentang
peningkatan
kinerja,
yakni: Sistem
Pola Karir,
pelaksanaan
belum
terbangun
dengan baik
melalui, uji
kompetensi
melalui CAT,
assessment,
fit and proper
test,

merit

e Metode
penelitian
yang
digunakan
sama
yaitu
kualitatif.

e Peraturan
yang
digunakan
sama
sama
mengguna
kan
undang-
undang
nomor 5
tahun
2014.

o Proses
pelaksana
an nya
sama
yaitu
melibatka
n
beberapa
aktor
pemangku
kepenting
an.

peningkatan
sistem merit
sementara
penelitian
sekarang
fokus pada
manajemen
pengemban
gan karir
jabatan
pemerintaha
n berdasar
sistem
merit.

e Lokasi
penelitian
sebelumnya
dilingkunga
n
kementrian
hukum dan
ham.sement
ara
penelitian
sekarang
berlokasi di
kabupaten
sinjai.

e Teori yang
digunakan
dalam
penelitian
sebelumnya
yaitu.

13




sehingga
belum
tercipta pada
peningkatan

kinerja
pegawai
dilingkungan
Kementerian
Hukum dan
HAM.
Daniars | membahas | Kualitati | Hasil kajian |e Jenis dan |e Subjek dan
yah penerapan | f pustaka metode Lokus
(2017); | sistem dengan |menemukan | Pendekata dalanﬁ't'
: : nyan enelitian
Penera me_rlt }/ang type kompgtgnSI diéungkan Eerbeda,
pan terjadi study manajerial dalam penelitian
Sistem | pada kepusta ‘| yang dapat penelitian | sebelumnya
Merit proses kaan. melengkapi sama adalah
Dalam rekrutmen perangkat yaitu study
Rekrut | terbuka kompetensi | deskriptif | literatur
men promosi manajerial kualitatif. | pada
Terbuka | Jabatan yang ada .?Iablfrir(l Jt?nbgagt?RSN
Promosi | Pimpinan dalam peneliian | sementara
Jabatan | Tinggi peraturan sama sekarang
Pimpina | Aparatur tersebut dan | yaitu adalah pada
n Tinggi | Sipil telah diadopsi | sistem kabupaten
ASN. Negara dalam merit. sinjai.
yang praktek e Tujuan e Peraturan
dianalisis seleksi penelitian | yang
sama dipakai
dalam terbuka. yaitu berbeda jika
aspek mewujudk | sebelumnya
kompetens an memakai
i kualifikasi | Peraturan
manajerial jabatan Eepala 7BKN
an omor
L Fesona | Tahn
l. 2013.penelit
an. ian
Kompetens sekarang
[ memakai
manajerial undang-
undang
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merupakan
salah satu
aspek
yang
menjadi
fokus
utama
dalam
konsep
sistem
merit.
Selama ini
penyusuna
n
kompetens
i jabatan
manaijerial
merujuk
pada
Peraturan
Kepala
BKN
Nomor 7
Tahun
2013.

nomor 5
tahun 2014.

Nur
Khobibu
rrohma,
Septian
a
Margar
eta, and
Habbie
Hasbull
ah
(2020);
Penera
pan
Sistem

Penelitian
ini
berfokus
pada
landasan
hukum
yang
mengatur
Aparatur
Sipil
Negara
yaitu
Undang-
Undang
Nomor 5
Tahun
2014.

Kualitati
f
dengan
melakuk
an study
literatur.

Hasil
penelitian
pada
penerapan
sistem merit
dalam
manajemen
ASN yang
telah
dilakukan
KASN
diseluruh
Kementerian,
LPNK dan

e Jenis
penelitian
yang
digunakan
dalam
penelitian
sama
yaitu
kualitatif.

e Objek
dalam
penelitian
sama
yaitu
sistem
merit

e Subjek dan
Lokus
dalam
penelitian
berbeda,
penelitian
sebelumnya
penerapan
sistem merit
dalam
birokrasi
indonesia,s
ementara
penelitian ini
adalah
manajemen
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Merit
Dalam
Birokras
i
Indones
ia Untuk
Mewuju
dkan
Good
Govern
ance.

Peraturan
tersebut
membahas
kaitannya
dengan
merit
system
berdasarka
n
kualifikasi,
kompetens
i, dan
kinerja.
Dengan
peraturan
tersebut
maka
diperlukan
perencana
an dalam
pengemba
ngan
sumber
daya
manusia
dalam
rangka
meningkat
kan
kualitas
personel
itu sendiri.

Pemerintah
Provinsi
menunjukkan
bahwa belum
banyak
instansi yang
siap untuk
menerapkan
sistem merit.
Berbagai
prasyarat
masih perlu
disiapkan,
namun
instansi
dihadapkan
pada
keterbatasan
dana dan
pengalaman
dalam
mengemban
gkan sistem
merit.
Komitmen
yang tinggi
dari pimpinan
instansi
sangat
diperlukan
dalam
mewujudkan
manajemen
ASN yang
berbasis
merit.

pengemban
gan karir
berdasar
merit sitem
pada
pemerintah
kabupaten
sinjai.
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B. Tinjauan Teori dan Konsep

1.

Manajemen SDM dan Aparatur Sipil Negara

a) Manajemen Sumber Daya Manusia.

Menurut Kadarisman, (2018); Dalam upaya pencapaian
tujuan nasional, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur
utama sumber daya manusia (SDM) Aparatur, yang mempunyai
peranan yang sangat strategis dalam mengemban tugas
pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan
tertentu. selain itu perkembangan teknologi yang semakin cepat
akan berdampak pada suatu organisasi dalam hal ini instansi
pemerintah (Silpa et al., 2018). Faktor yang terpenting dalam
suatu organisasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM)
(Riwukore et al., 2021). Instansi pemerintah adalah organisasi
yang merupakan kumpulan orang-orang yang dipilih secara
khusus = untuk melaksanakan tugas Negara sebagai bentuk
pelayanan kepada orang banyak (Alim, 2022; Madani & Tahir,
2022). Manajemen sumber daya manusia (MSDM), menurut
Kalangi, (2015); terdiri dari para profesional yang bekerja secara
kooperatif dengan anggota organisasi berbakat lainnya sebagai
upaya pencapaian visi dan misi, tujuan serta nilai
organisasi.selain itu menurut Daly, dalam Rumengan et
al.(2019); Terdapat enam prinsip yang menjadi nilai fundamental

yang berpengaruh terhadap efektivitas SDM sektor publik yang
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berkualitas, yaitu (1) Responsif terhadap kehendak publik; (2)
Keadilan sosial; (3) Fokus yang digerakkan oleh misi; (4)
Kompetensi berbasis keterampilan dalam praktik kepegawaian;
(5) Kompetensi SDM vyang profesional; dan (6) Budaya
organisasi  berbasis etika. Menyambung hal tersebut
Sahambangung, Novie, et al., (2019); dalam manajemen system
aparatur sipil negara, bahwa penerapan prinsip kompetensi
berbasis keterampilan dibutuhkan berkaca dari kritik atas sistem
seleksi patronase masa lalu yang lebih mengutamakan siapa
daripada apa yang calon pegawai ketahui, sehingga dalam
sistem ini tidak ada lagi perekrutan berbasis politik, melainkan
menjadi  berbasis profesionalitas, bakat, kinerja, dan
keterampilan (Basri et al., 2018). selain itu ditegaskan oleh
Rakhmawanto, (2020); Pengembangan karier ASN hakikatnya
dilaksanakan berdasarkan sistem merit yang mempertimbangkan
kualifikasi, kompetensi, prestasi kerja, adil, dan transparan.
Menurut Siti Unun Fatayati , Abdul Juli Andi Gani, (2020);
Pengembangan SDM yang berfungsi sebagai pengembangan
karier (career development) merupakan hasil dari integrasi
antara perencanaan karier pegawai (career planning) dengan
proses manajemen karier organisasi (career management).
Artinya sistem pengembangan karier adalah kemampuan formal,

terorganisasi, dan terencana untuk mencapai keseimbangan
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b)

antara kebutuhan karier individu dan kebutuhan tenaga kerja

organisasi.

Pengertian Aparatur Sipil Negara

Dalam suatu instansi pemerintahan sumber daya manusia
yang di maksud adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) (Paisa &
Gosal, 2019) .menyambung dengan hal tersebut A.W.Widjaja,
dalam Sulaiman and Asanudin (2020); mendefinisikan bahwa
seorang pegawai harus memiliki Kesehatan secara psikis
maupun fisik,karna hal itu sangat berpengaruh terhadap kualitas
kerja upaya implementasi tujuan organisasi, Selanjutnya Saputra
(2018); bahwa pegawai adalah mereka yang mengabdi pada
instansi tertentu dengan keterampilan yang dimiliki untuk
menciptakan organisasi atau Lembaga pemerintah yang berdaya
saing.

Sedangkan. menurut Musanaef dalam Steven (2015);
bahwa pegawai merupakan sumber daya dan kecakapan yang
ada pada manusia yang ditukarkan dengan nilai rupiah (gaiji)
sebagai sebuah imbalan, Berdasarkan Ketentuan Republik
Indonesia (2014); konkretnya adalah Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang
selanjutnya disingkat ASN adalah profesi serta pegawai

pemerintah.
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Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
(Juliani, 2019). Selain itu Fh Sari (2019); mengatakan Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang - diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyeleksian ASN diperlukan analisis jabatan.
Analisis jabatan disini menurut permendagri Nomor 4 tahun
(2005) tentang pedoman analisis jabatan di lingkungan
departemen dalam negeri dan pemerintah daerah, adalah
proses, metode dan teknik mendapatkan data jabatan yang
diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan
program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian,
ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan
pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana
(Permendagri, 2015).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Aparatur Sipil
Negara adalah pegawai pemerintah yang berada di luar politik

bertugas melaksanakan administrasi pemerintahan berdasarkan
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peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sehingga
menurut M Rosyid (2021); mengkonfirmasi ada beberapa hal
sebagai standar untuk seseorang dikatakan Aparatur Sipil
Negara:s

1. Lolos pada kualifikasi yang ditentukan

2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang

3. Pemberian tugas dalam suatu jabatan negeri

4. Diberikangaji menurut peraturan dan perundang-undangan

Fungsi dan Tugas ASN

Menurut Rahman and Bakri (2019); Aparatur Sipil Negara
dalam suatu instansi pemerintahan sangat penting, bukan saja
sebagai pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan nasional.
tapi juga keseluruhan sumber daya manusia yang bertugas
menjalankan  aktifitas pemerintahan, Untuk itu dalam upaya
mewujudkan tujuan nasional harus ada kerja sama yang baik
antar stekholder dari Pusat maupun dengan Pemerintah Daerah
dan juga masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 dalam Avita, Balgies, and Ahyaturraja
(2021); tentang Aparatur Sipil Negara berfungsi:

1. Pelaksana kebijakan.
2. Pelayan publik

3. Sebagai Perekat serta pemersatu bangsa, Pegawai ASN
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bertugas :

a) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

b) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

c) Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana,
dan pengawas penyelenggaraan tugas  umum
pemerintahan  dan = pembangunan  nasional melalui
pelaksanaan Kkebijakan -dan pelayanan publik yang
profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pegawai negeri adalah unsur atau bagian dari aparatur
negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang setia serta taat
dan tunduk terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara dan
Pemerintah dalam penyelenggaraaan tugas (M. Herry Indrawan
P.S.Sos 2008).

Menurut Hamid Tome (2012); Pegawai Negeri Sipil (PNS)
merupakan aparatur negara yang membantu Presiden sebagai
Kepala Pemerintahan. Tugas PNS adalah melaksanakan
peraturan perundang-undangan dan memastikan bahwa
masyarakat mematuhinya. Secara umum, tugas kedinasan PNS

adalah melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.
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Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, setiap PNS harus
mampu memprioritaskan kepentingan negara dan masyarakat di
atas kepentingan pribadi atau golongan. (Lubis et al., 2020).
Artinya seorang pegawai yang memiliki predikat sebagai
pelaksana tugas dan tanggung jawab negara harus taat, tunduk
dan patuh terhadap nilai yang menjadi standar umum dalam
berbangsa dan bernegara.

Kesetiaan dan ketaatan penuh adalah prinsip penting
yang harus dipegang teguh oleh setiap Pegawai Negeri Sipil
(PNS). Prinsip ini berarti bahwa PNS harus sepenuhnya
mengikuti pimpinan pemerintahan dan bersikap sebagai abdi
masyarakat. Sebagai pelayan publik, PNS harus memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selain kewajiban
yang harus dilakukan, PNS juga memiliki hak-hak sebagai
seorang PNS. Kedudukan PNS berkaitan dengan hubungannya
dengan negara, pemerintah, serta loyalitas kepada Pancasila,
UUD 1945, negara, dan pemerintah. Kedudukan PNS sebagai
abdi negara dan abdi masyarakat sangat penting untuk
kelancaran penyelenggaraan  tugas pemerintah dan
pembangunan. Oleh karena itu, PNS memiliki peran penting
sebagai unsur aparatur negara dan warga negara dalam

mencapai tujuan pembangunan (Aira, 2013).
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Pegawai Negeri Sipil harus memiliki kesetiaan dan
ketaatan penuh terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara, dan
Pemerintah. Mereka harus memiliki mental yang baik,
berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan menyadari
tanggung jawabnya  dalam menyelenggarakan  tugas
pemerintahan dan pembangunan. Untuk mencapai tujuan

tersebut, pegawai negeri harus bersatu dan bekerja sama.

d) Hak dan Kewajiban ASN
1. Hak Pegawai ASN

Menurut Muzayanah (2020);  terkait pemahaman
terhadap tanggungjawab, hak dan kewajiban pegawai
terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur  Sipil Negara, adalah Hak dan Kewajiban ASN
sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang
tersebut tentang ASN merupakan upaya dalam mewujudkan
ASN vyang profesional dalam menjalankan fungsi serta
tugasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang
berwibawa dan bertanggungjawab kepada seluruh rakyat
Indonesia yang telah digariskan oleh Pendiri negara (The
Founding Fathers) Republik Indonesia. Dasarnya dari adanya
hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang
merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi

kebutuhannya. Langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu
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organisasi adalah bertujuan untuk mempertautkan antara
kepentingan pegawai dan organisasi. Selain itu menurut
Oliver (2020); bahwa Kepentingan pegawai pada umumnya
terbatas pada kepentingan memperoleh gaji guna memenuhi
kebutuhannya dan dipengaruhi oleh kepentingan lain yang
berupa keserasian arahan kerja dari pimpinan organisasi,
kesempatan mengembangkan diri sampai dengan adanya
jaminan di hari tua.

Dalam penelitian oleh Mantriri (2021); terkait kajian
hukum administrasi negara tentang Aparatur Sipil Negara
menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Hak pegawai
(ASN) berdasarkan peraturan tersebut adalah :

1) Gaji tunjangan, dan fasilitas;

2) Cuti;

3) Jaminan pensiun dan hari tua;

4) Pengembangan kompetensi sumber daya.

Hak-hak pegawai ASN yang telah dijelaskan
sebelumnya dapat dijabarkan lebih detail, khususnya hak gaji
yang merupakan pembayaran yang diberikan kepada setiap
Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya. Gaji tersebut
diberikan dengan dasar bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil
harus dapat hidup layak dari penghasilannya, sehingga ia

dapat fokus dan berdedikasi pada tugas yang telah
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ditugaskan kepadanya. Dengan adanya gaji yang memadai,
Pegawai Negeri Sipil dapat memenuhi kebutuhan hidupnya
dan keluarganya, serta memotivasi untuk memberikan
pelayanan terbaik dalam menjalankan tugas pemerintahan
dan pembangunan.

Menurut Adrie (2022); terkait Hak-Hak pegawai Negri
Sipil (PNS) daerah pada masa pensiun dalam perspektif
hukum kepegawaian, bahwa Jaminan pensiun dan jaminan
hari tua adalah hak yang diberikan kepada Pegawai Negeri
Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan. oleh sebab
itu menurut Sinta Devi (2022); Berdasarkan UU No 5 Tahun
2014 Tentang ASN, untuk mendapatkan hak pensiun harus
memenuhi syarat diantaranya yaitu:

1) Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 Tahun

2) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil

3) Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 Tahun.

Hak-hak Pegawai Negeri Sipil seperti jaminan pensiun,
jaminan hari tua, dan perlindungan dalam hal kecelakaan dan
cacat jasmani atau rohani bertujuan untuk memberikan
perlindungan dan kesejahteraan bagi pegawai yang telah
mengabdikan dirinya kepada negara. Dengan adanya hak-hak

ini, diharapkan Pegawai Negeri Sipil dapat fokus dan

26



bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga
dapat memberikan kinerja yang baik dan sepadan dengan
pekerjaannya.

Namun, selain hak-hak, setiap Pegawai Negeri Sipil
juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan tugasnya.
Kewajiban ini meliputi kesetiaan dan ketaatan penuh kepada
Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah, memberikan
pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, serta
menjunjung tinggi disiplin dan etika kepegawaian. Dengan
memenuhi - kewajiban-kewajiban ini, diharapkan setiap
Pegawai Negeri Sipil dapat memberikan kontribusi positif bagi
negara dan masyarakat. Dalam hal motivasi, Pegawai
Negeri Sipil juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan yang
umumnya sama dengan pegawai pada umumnya. Namun,
karena adanya hukum tertulis yang mengatur tugas dan
tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil, maka kinerja mereka
juga dinilai berdasarkan output yang sepadan dengan
pekerjaannya. Oleh karena itu, selain faktor kebutuhan, juga
dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi bagi
setiap Pegawai.

. Kewajiban Pegawai ASN
Menurut Fahmi, Faridhi, and Hendayana (2021); dalam

penelitiannya terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5
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Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Adapun
kewajiban-kewajiban Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal
23 yaitu:

1) Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan
Pemerintah yang sah;

2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

3) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat
pemerintah yang berwenang;

4) Menaati ketentuan Perundang-Undangan;

5) Melaksanakan tugas kedinasan ' dengan pengabdian,
kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab:

6) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,
perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di
dalam maupun di luar kedinasan;

7) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

8) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI.

2. Sistem Merit
a) Pengertian Sistem Merit
Menurut Sahambangung, Pioh, and Waworundeng
(2019); Sistem merit mengubah manajemen ASN dengan

berdasarkan pada kualifikasi,kompetensi, dan kinerja. Selain itu
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sistem ini juga akan melakukan penilaian secara adil dan wajar,
tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, asal-
usul, dan lain-lain.selain itu juga oleh Hardiyanti (2018); Sistem
jasa atau sistem merit adalah sistem penilaian kinerja pegawai
berdasarkan pada kemampuan dan kecakapan yang dinilai
secara objektif. Dalam sistem ini, penilaian kinerja pegawai
dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator yang
dianggap relevan dengan tugas dan tanggung jawab yang
diemban oleh pegawai tersebut. Indikator tersebut dapat
berupa kualitas pekerjaan, produktivitas, inovasi, kepatuhan
terhadap aturan dan etika, serta partisipasi dalam
pengembangan organisasi.

Dalam sistem jasa, ijazah pendidikan juga merupakan
salah satu indikator yang digunakan sebagai acuan penilaian
kecakapan pegawai. Hal ini dikarenakan ijazah pendidikan
dapat menjadi gambaran tentang kemampuan akademik dan
keahlian teknis yang dimiliki oleh pegawai. Namun demikian,
penggunaan ijazah sebagai satu-satunya acuan penilaian
dalam sistem jasa tidaklah tepat, karena terdapat banyak faktor
lain yang dapat mempengaruhi kinerja dan kemampuan
seorang pegawai adalah kecakapan yang dinilai secara objektif
dari pegawai yang bersangkutan. maka seringkali sistem ini di

Indonesia dinamakan sistem jasa. Penilaian objektif tersebut,
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pada umumnya ukuran yang digunakan ialah ijazah pendidikan.
ltulah sebabnya mengapa ijazah merupakan persyaratan bagi
setiap orang yang ingin menjadi pegawai jika diinginkan sistem
jasaatau sistem merit ini dilaksanakan.

Pengertian sistem merit dapat didasarkan pada
gabungan pendekatan analisa kosa kata, teori motivasi dan
modifikasi perilaku. Berdasarkan pendekatan analisa kosa
kata dan teori perubahan perilaku, sistem merit didefinisikan
sebagai pengelolaan SDM yang didasarkan pada prestasi
(merit), yaitu segenap perilaku kerja pegawai dalam wujudnya
dikategorikan sebagai baik atau buruk, hal mana berpengaruh
langsung pada naik atau turunnya penghasilan dan/atau karir
jabatan pegawai.

Undang-Undang No. 5 Tahun 20714 tentang Aparatur
Sipil Negara (ASN) merupakan upaya reformasi birokrasi yang
signifikan di Indonesia. Undang-undang ini memberikan
landasan hukum yang jelas dan tegas mengenai
pengembangan karier, kewajiban, dan tanggung jawab
pegawai ASN. Dalam hal ini, pegawai ASN harus memenuhi
persyaratan tertentu, termasuk kompetensi dan kinerja yang
baik, serta mematuhi prinsip-prinsip etika dan tata kelola yang
baik. Dalam pelaksanaannya, sistem merit atau sistem jasa

menjadi dasar penilaian kinerja pegawai ASN sehingga
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memotivasi mereka untuk selalu meningkatkan kualitas dan
produktivitas dalam bekerja.

Pengertian dari sistem merit dapat kita temukan dalam
Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa: “Sistem merit
adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara
adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang
politik, ras, warnakulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status
pernikahan, umur atau kondisi kecacatan” (Undang-Undang
2014).

Secara teoretik sistem merit berdasarkan atas
kecakapan seorang pegawai dalam usaha mengangkat dan
mendudukkan pada jabatan tertentu. Sistem ini lebih bersifat
objektif, karena dasar pertimbangan adalah profesionalisme
bidang yang dinilai secara objektif dari pegawai yang
bersangkutan. Penilaian tersebut, pada umumnyaukuran yang
dipergunakan ialah ijazah pendidikan (Afrida, 2016).

Adapun anti-thesis dari sistem merit ini menurut
hardiyanti, (2018); adalah sistem patronit (patronage system)
atau yang biasa dikenal dengan spoil system. Penjelasan
mengenai ini penting untuk dijelaskan sekedar untuk

membandingkan dengan sistem merit dalam rangka
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memperdalam pemahaman.

Reward dan punishment atau umpan balik yang
diberikan kepada pegawai (SDM) berperan penting dalam
memotivasi dan mempengaruhi perilaku kerja di masa
mendatang. Reward yang diberikan dapat meningkatkan
kepuasan kerja dan motivasi pegawai untuk terus
meningkatkan kinerja mereka, sedangkan punishment dapat
menjadi pengingat bagi pegawai untuk tidak melakukan
kesalahan yang sama di masa depan. Oleh karena itu,
pemberian reward dan punishment harus dilakukan secara
adil dan proporsional sesuai dengan prestasi kerja pegawai
yang dinilai secara objektif. Hal ini juga dapat membantu
menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif di
dalam organisasi.

Pengertian tentang sistem merit di atas menunjukkan
bahwa tujuan penerapan sisiem merit dalam manajemen
adalah ‘untuk meningkatkan kinerja SDM agar tercapai
produktivitas institusi/organisasi yang tinggi dan
berkesinambungan. Selain itu sistem merit juga diartikan
sebagai salah satu bentuk dari pengembangan terhadap
Pegawai sebagai perwujudan dari dinamika organisasi

(Kurniawan et al., 2022).
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Dalam BAB Il Pasal 2 Permenpan Nomor 40 Tahun

2018 tentang pedoman sistem merit dalam manajemen

aparatur sipil negara, sistem merit memiliki prinsip yang

didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara
adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang
politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status
pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan (Kementerian

PANRB, 2018).

Adapun ruang lingkup sistem merit yang masih tertuang

pada BAB Il Pasal 3 Permenpan Nomor 40 Tahun 2018

tentang pedoman sistem merit dalam manajemen aparatur

sipil negara meliputi:

a. Melakukan rekrutmen, seleksi dan promosi berdasarkan
kompetisi yang terbuka dan adil dengan menyusun
perencanaan sumber daya manusia aparatur secara
berkelanjutan;

b. Memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara;

c. Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien;

d. Memberikan remunerasi yang setara dengan
memperhatikan hasil kinerja;

e. pemberian penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi;

f. Memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin;

g- Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan
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kepedulian untuk kepentingan masyarakat;

h. Menerapkan pengisian jabatan dengan pengujian sesuai
standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;

i. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan
kompetensi kepada pegawai ASN;

j.  Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk
mencapai tujuan organisasi;

k. Melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan
tindakan kesewenang-wenangan; dan

I.  Memberikan perlindungan kepada pegawai.

Penerapan kebijakan sistem merit dalam manajemen
memerlukan empat kebijakan pokok sebagai bagian dari sub-
sistem sistem merit tersebut, yakni pertama, kebijakan
penilaian karya pegawai (performance  appraisal); kedua,
penghasilan (compensation); ketiga, karir (career) dan
keempat, pelatihan (training). Sub-sistem yang paling
terpenting dalan penerapan sistem merit adalah sub-sistem
dalam bidang penilaian karya pegawai dengan tujuan utama
untuk menghasilkan nilai prestasi kerja pegawai (SDM) yang
optimal obyekiif.

Menurut Weber, salah satu cara dalam melakukan tipe
ideal birokrasi yang rasional yaitu setiap pejabat harus

diseleksi atasdasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal
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tersebut dilakukan melalui ujian kompetitif. Dengan begitu

dapat dikatakan pemahaman tentang tipe ideal birokrasi tidak

dapat kita pisahkan dari konsep sistem merit.
Sebagai konsekuensi maka Indonesia  juga
menerapkan sistem merit dalam penataan birokrasinya yang
tercermin dalam politik hukum kepegawaian di Indonesia.

Kemudian perwujudan dan penerapan sistem merit pada Pasal

51 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa

“‘Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit”.

Sedangkan mengenai kriteria yang ada pada sistem

merit tertuang pada BAB Il Pasal 4 Permenpan Nomor 40

Tahun 2018, meliputi:

a. Seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi
jabatan;

b. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban
kerja;

c. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara
terbuka;

d. Memiliki manajemen karier yang terdiri dari perencanaan,
pengembangan, pola karier, dan kelompok rencana
suksesi yang diperoleh dari manahemen talenta;

e. mendapatkan penghargaan dan mengenakan sanksi

berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan
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transparan;

f. implementasi kode etik dan kode perilaku pegawai ASN;

g. Merencanakan dan memberikan kesempatan
pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja
individu;

h. Memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari

tindakan penyalahgunaan wewenang; dan

Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang
terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN.
Dengan menerapkan sistem merit yang terintegrasi
dalam seluruh tahapan manajemen sumber daya manusia,
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara meletakkan beberapa
perubahan dasar yaitu pertama, perubahan dari pendekatan
personel administration yang hanya berupa pencatatan
administratif =~ kepegawaian = kepada  human resources
management yang menganggap aparatur negara adalah
sumber daya manusia dan sebagai aset negara yang harus
dikelola, dihargai, dan dikembangkan dengan baik. Kedua,
perubahan dari pendekatan closed career system yang sangat
berorientasi kepada senioritas dan kepangkatan, kepada open
career system yang mengedepankan kompetensi dan
kompetensi aparatur sipil negara dalam promosi dan

pengisian jabatan, dan kegita meningkatkan perlindungan
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aparatur sipil negara dari intervensi politik (Aditya & Winata,

2018).

b) Manfaat Sistem Merit

Menurut Nugraha (2012); penerapan sistem merit dapat
memberikan manfaat dalam manajemen institusi/organisasi,
khususnya PNS. Sistem merit yang didasarkan pada
kecakapan dan prestasi kerja pegawai dapat meningkatkan
produktivitas dan efisiensi kerja, serta menurunkan biaya
produksi- dan meningkatkan = pendapatan. Pengawasan
langsung juga dapat dilakukan untuk memastikan kualitas kerja
yang diinginkan tercapai. Selain itu, sistem merit juga dapat
mendorong pegawai untuk mengurangi waktu yang hilang dan
membuat penggunaan waktu serta peralatan menjadi lebih
efektif. Dengan sistem merit, biaya tenaga kerja juga dapat
ditentukan dengan lebih akurat. Yang terakhir, sistem merit
dapat memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja karena
mereka tahu bahwa kinerja yang tinggi akan mendapatkan
imbalan yang sesuai.

Implementasi dari sistem merit adalah berupa penilaian
prestasi kerja pegawai yang memiliki manfaat terhadap
pengembangan institusi/organisasi, yaitu:

1. Perbaikan kinerja

Umpan balik kinerja yang diberikan secara tepat dapat
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memberikan manfaat bagi pegawai, manajer, dan spesialis
personal dalam memperbaiki kinerja. Pegawai dapat
memperbaiki kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi
dalam umpan balik dan meningkatkan kinerja mereka di
masa depan. Manajer dan spesialis personal juga dapat
menggunakan umpan balik kinerja untuk merancang
program pelatihan dan pengembangan yang sesuai untuk
meningkatkan kemampuan pegawai dan memaksimalkan
kinerja organisasi secara keseluruhan.

2. Keputusan penempatan
Promosi, transfer, dan penurunan jabatan (demosi)
biasanya didasarkan pada kinerja masa lalu dan antisipatif,
misalnya dalam bentuk penghargaan.

3. Penyesuaian kompensasi
Penilaian prestasi kerja akan membantu pengambil
keputusan menentukan siapa yang seharusnya menerima
peningkatan pembayaran dalam bentuk upah dan bonus
yang didasarkan pada sistem merit.

4. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan
Kinerja buruk mengindikasikan sebuah kebutuhan untuk
melakukan pelatihan kembali dan setiap karyawan
hendaknya selalu mengembangkan diri.

5. Perencanaan dan pengembangan karir
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10.

Umpan balik kinerja membantu proses pengambilan
keputusan tentang karir spesifik pegawai.

Defisiensi proses penempatan staf

Baik buruknya kinerja berimplikasi dalam hal kekuatan dan
kelemahan dalam prosedur penempatan staf di departemen
SDM.

Ketidak akuratan informasi

Kinerja buruk dapat mengindikasikan kesalahan dalam
informasi analisis pekerjaan, rencana SDM, atau hal lain
dalam sistem manajemen personal. Hal demikian akan
mengarah pada ketidaktepatan dalam keputusan menyewa
pegawai, pelatihan, dankeputusan konseling.
Tantangan-tantangan eksternal

Kinerja  dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan
pekerjaan, seperti keluarga, finansial, kesehatan, atau
masalah-masalah lainnya. Jika masalah-masalah tersebut
tidak diatasi melalui penilaian prestasi kerja, departemen
SDM mungkin mampu menyediakan bantuannya.
Kesalahan rancangan pekerjaan

Kinerja buruk mungkin sebagai sebuah gejala dari
rancangan pekerjaan yang keliru.

Kesempatan kerja yang sama

Penilaian kinerja yang akurat dan aktual menghitung
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kaitannya dengan kinerja dapat menjamin bahwa
keputusan penempatan internal bukanlah sesuatu yang
bersifat diskriminasi.
11. Umpan balik pada SDM

Kinerja yang baik dan buruk di seluruh organisasi
mengindikasikan bagaimana baiknya fungsi departemen
SDM di-terapkan. Keuntungan yang spesifik dari sistem
penilaian prestasi kerja pada sistem merit akan tergantung
pada sasaran yang hendak dicapai dan sampai dimana
sistem tersebut didesain dan dioperasikan secara efektif

untuk memenuhi sasaran yang dimaksud.

¢) Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN

Menurut Laksmi and Markeling (2014); Sebuah negara
dalam menciptakan pemerintahan yang - efektif, efisien salah
satu hal yang terpenting dan utama adalah memilih Aparatur
Sipil Negaranya dengan Manajemen berdasarkan sistem merit
dimana Keberadaan PNS sangat dibutuhkan dalam rangka
pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Untuk itu,
terhadap PNS perlu dilakukan pembenahan yang sistematis
melalui berbagai kebijaksanaan dan instrumen pembinaannya.
Standar penggajian PNS di seluruh Indonesia adalah sama,
yang didasarkan atas pangkat/golongan dan masa kerja

pegawai.
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Selain permasalahan di atas menurut Daryanto (2007);

bias dalam penilaian kinerja sering terjadi pada pengukuran

kinerja pegawai. Beberapa bias yang umum terjadi dalam

penilaian kinerja di antaranya:

1.

Bias kesamaan: Penilai memberikan nilai yang sama untuk
semua karyawan, tanpa memperhatikan perbedaan kinerja
sebenarnya.

Bias kesan pertama: Penilai terlalu cepat menilai karyawan
berdasarkan  kesan = pertama, tanpa memberikan
kesempatan untuk melihat kinerja secara menyeluruh.

Bias efek leniency atau ketatnya: Penilai terlalu lembut atau
terlalu ketat dalam memberikan penilaian, tanpa
mempertimbangkan kinerja sebenarnya.

Bias halo: Penilai terlalu terkesan dengan aspek tertentu
dari kinerja pegawai dan memberikan nilai yang lebih tinggi
secara keseluruhan.

Bias peringkat: Penilai memutuskan untuk memberikan nilai
tertentu pada sekelompok karyawan, tanpa
mempertimbangkan kinerja individu.

Oleh karena itu, penting bagi manajer dan pengambil

keputusan dalam organisasi untuk memastikan bahwa sistem

penilaian kinerja yang digunakan adil dan objektif, serta

memberikan pelatihan dan pengembangan yang diperlukan
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bagi para penilai agar dapat melakukan penilaian kinerja secara

efektif.

3. Tata Jabatan
a) Pengertian Jabatan

Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar
“‘jabat" yang ditambah imbuhan -an, yang berdasarkan Kamus
Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pekerjaan (tugas)
dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan
pangkat dan kedudukan”. Poerwasunata, dalam Mokodongan,
Mantiri, and Kumayas (2019). Menyambung hal tersebut
Menurut penulis lainnya menyebutkan bahwa jabatan adalah
kedudukan yang menunjukan tugas dan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka
susunan suatu organsasi baik struktural maupun jabatan
fungsional (Thoha, 2016). Selain itu Aprianida (2016);
menegaskan bahwa jabatan struktural adalah jabatan yang
secara tegas ada dalam struktur organisasi yang ditetapkan
dengan Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri/Pimpinan
Lembaga yang bersangkutan dengan persetujuan tertulis dari
mentri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan
penyempurnaan aparatur negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009

Dalam peraturan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian
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Pusat memiliki wewenang untuk mengangkat, memindahkan,
dan memberhentikan pegawai negeri sipil di lingkungan
kementerian, jaksa agung, lembaga kepemerintahan non-
kementerian, dan lembaga negara dan lainnya yang dipimpin
oleh pejabat struktural eselon | yang bukan bagian dari
kementerian negara atau lembaga pemerintah non-kementerian
(Syayuki 2021).

Menurut Loindong (2016); terkait Kewenangan Kepala
Daerah Dalam Pengangkatan, Pemindahan Dan
Pemberhentian  Pejabat  Esalaon Il  Di  Lingkungan
Pemerintahan Daerah, Hal tersebut menunjukkan bahwa
pengangkatan dalam jabatan struktural eselon | memiliki
prosedur yang lebih ketat dan harus melalui pertimbangan dari
Komisi Kepegawaian Negara dan persetujuan dari Presiden.
Sedangkan pengangkatan dalam jabatan struktural eselon Il ke
bawah pada instansi pusat dan propinsi memiliki prosedur yang
lebih fleksibel dan diambil keputusan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat
atau persetujuan dari DPRD Propinsi.

Sedangkan pengangkatan dalam jabatan struktural
eselon Il ke bawah ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Propinsi setelah mendapat pertimbangan

dari Baperjakat Instansi Daerah (Rosidah, 2005).
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b)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan
struktural, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
menduduki jabatan struktural yang ditingkatkan eselonnya,
selambat-lambatnya 30 hari sejak penetapan pengangkatannya
wajib dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yang

berwenang.

Tujuan Penilaian

Ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

1. Penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan
(job related). Artinya sistem penilaian itu benar-benar
menilai perilaku atau kerja yang mendukung kegiatan
organisasi dimana karyawan itu bekerja.

2. Adanya standar pelaksanaan kerja (perfomance standars).
Standar pelaksanaan adalah ukuran yang dipakai untuk
menilai prestasi kerjatersebut.

3. Sistem penilaian yang praktis, mudah dipahami dan
dimengerti serta digunakan, baik oleh penilai maupun
karyawan ( 2014).

Pengalaman kerja diperlukan dalam peryaratan jabatan
bagi penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada jabatan
struktural, Dengan demikian persyaratan penempatan PNS
pada jabatan struktural harus diperhatikan dan diprioritaskan

utama dalam penempatan, sehingga dapat terwujud
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penempatan pegawai yang tepat pada tempatnya, Hal ini dapat
terwujud apabila dalam implementasi kebijakan penempatan
Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada jabatan struktural, benar-benar
sesuai dengan peraturan dan dilaksanakan seobjektif mungkin.
bahwa untuk menjamin hal itu dalam mempertimbangkan
pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan
penilaian prestasi kerja (Rosidah, 2005).

Tujuan dari kebijakan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS yang ditetapkan oleh pemerintah adalah
untuk mendapatkan atau menempatkan pegawai yang tepat
pada posisi yang tepat, dengan harapan bahwa mereka dapat
bekerja secara profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab
dalam melaksanakan tugas-tugas mereka di organisasi atau
unit kerja yang ditetapkan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Lambey,
Lengkong, (2020); dasar utama dalam melakukan penempatan
pegawai adalah waktu atau masa kerja pada sebuah instansi.
Selain itu juga mempertimbangkan kompetensi atau kinerja
pegawai, pertimbangan atasan langsung, dan pertimbangan
atau pendapat pegawai yang bersangkutan.

Hal ini juga menurut Miftha Thoha dalam Fh Sari (2019);
yaitu berdasarkan pasal 17 Undang-Undang nomor 43 tahun

1999 tentang pokok kepegawaian, bahwa untuk pengangkatan
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dalam jabatan struktural, didasarkan pada kriteria: kompetensi,
prestasi kerja, dan jenjang pangkat, tidak mempunyai indikator
maupun skor yang bisa dipakai sebagai alat ukur.

Di daerah kabupaten Sinjai juga telah diatur Peraturan
Bupati Sinjai Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Aparatur. Yang mengatur mengenai :

1. Pembentukan jabatan-jabatan dan susunannya

2. Penunjukan para pejabat

3. Kewajiban- kewajiban, tugas-tugas yang terikat pada jabatan

4. Wibawa, wewenang-wewenang hukum yang terikat pada
jabatan

5. Lingkungan daerah dan lingkungan personil, atas
nama tugas danjabatan itu meliputinya

6. Hubungan wewenang dari jabatan-jabatan antara satu sama
lain

7. Peralihan jabatan

8. Hubungan antara jabatan dan pejabat

Pola karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan
struktural tidak hanya bergantung pada faktor-faktor yang
disebutkan di atas, tetapi juga bergantung pada kemampuan

dan kinerja PNS itu sendiri. PNS yang memiliki kinerja dan
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4,

kompetensi yang baik akan memiliki peluang yang lebih besar
untuk dipromosikan ke jabatan struktural yang lebih tinggi. Oleh
karena itu, penting bagi PNS untuk terus meningkatkan kinerja
dan kompetensinya melalui pendidikan, pelatihan, dan
pengalaman kerja yang beragam. Dengan demikian, pola karier
PNS dalam jabatan struktural dapat terus berkembang seiring
dengan kemampuan dan kinerja PNS yang semakin meningkat.
Dari pengertian pola karier diatas dapat diketahui bahwa
pengangkatan Pegawai Negeri- Sipil (PNS) dalam Jabatan
Struktural merupakan suatu pengembangan karier bagi PNS.
Wewenang pemerintah yang bersifat fakultatif adalah
wewenang yang peraturan dasarnya menentukan kapan dan
dalam Kkeadaan bagaimana suatu wewenang dapat

dipergunakan (Dahlan & Chandra, 2021).

Implementasi Sistem Merit

Implementasi adalah proses penerapan dan pelaksanaan

rencana, kebijakan, atau sistem dalam suatu organisasi atau
lingkungan tertentu. Ini melibatkan langkah-langkah konkret untuk
menjalankan konsep atau strategi menjadi tindakan nyata. Dalam
konteks sistem merit, implementasi adalah langkah-langkah yang
diambil oleh organisasi untuk menerapkan dan menjalankan sistem
merit dalam manajemen kinerja dan penghargaan karyawan (West

& Durant, 2000).
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Sistem merit merupakan pendekatan yang digunakan oleh
banyak organisasi dan lembaga untuk mengelola, menilai, dan
membalas kinerja serta kontribusi individu secara adil dan objektif
(West & Durant, 2000). Pendekatan ini didasarkan pada prinsip
bahwa penghargaan, promosi, dan pengakuan diberikan kepada
individu berdasarkan prestasi dan kemampuan mereka, bukan
berdasarkan faktor subjektif atau diskriminatif. Implementasi sistem
merit melibatkan serangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik yang
dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki
kesempatan yang setara untuk meraih penghargaan dan kemajuan
sesuai dengan kinerja dan potensi mereka (Acar & Ozgiir, 2004;
West & Durant, 2000).

Sistem - merit mendorong budaya kerja yang adil dan
transparan (Acar & Ozgiir, 2004; Sahambangung, Pioh, et al.,
2019). Dengan fokus pada pencapaian dan kualitas kerja, sistem ini
membantu mencegah praktik-praktik nepotisme, favoritisme, atau
bias dalam pengambilan keputusan terkait promosi, insentif, dan
penghargaan lainnya. Implementasi yang berhasil dari sistem merit
dapat membantu organisasi membangun tim yang terdiri dari
individu yang berkualitas dan berkomitmen untuk mencapai tujuan
bersama (Acar & Ozgiir, 2004; Sahambangung, Pioh, et al., 2019;
Setyowati, 2020; Sofyan et al., 2023).

Dalam mengimplementasikan sistem merit, organisasi perlu
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menetapkan kriteria penilaian kinerja yang jelas dan obyektif.
Kriteria ini dapat mencakup indikator seperti produktivitas, inovasi,
kemampuan beradaptasi, kerjasama tim, dan pencapaian tujuan.
Selain itu, perlu ada mekanisme untuk mengumpulkan data kinerja
secara teratur, memberikan umpan balik kepada individu, dan
mengevaluasi pencapaian mereka berdasarkan kriteria yang
ditetapkan (Hidayah & Herachwati, 2021; Setyowati, 2016, 2020).

Proses penilaian dan penghargaan dalam sistem merit dapat
berupa siklus tahunan -atau lebih sering, tergantung pada
karakteristik organisasi dan industri. Penting juga untuk memastikan
bahwa kriteria penilaian dan promosi diterapkan secara konsisten
dan adil di seluruh organisasi, menghindari potensi ketidaksetaraan
atau ketidakpuasan di antara karyawan.

Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi sistem
merit juga memiliki tantangan tersendiri. Terkadang, parameter
kinerja yang ditetapkan mungkin tidak selalu mengukur aspek-aspek
penting seperti kolaborasi atau kontribusi jangka panjang yang sulit
diukur dalam jangka waktu pendek. Selain itu, ketidaksetaraan awal
dalam kesempatan atau akses dapat mempengaruhi implementasi
yang adil dari sistem merit (Chariah et al., 2020; Putra et al., 2020;
Setyowati, 2016). Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk
tetap sensitif terhadap konteks dan melakukan penyesuaian agar

sistem merit benar-benar menghargai keragaman dan kompleksitas
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kontribusi individu.

Implementasi sistem merit yang berfokus pada kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja merupakan pendekatan yang mengarah
pada penghargaan dan promosi berdasarkan faktor-faktor objektif
yang terukur. Dalam lingkungan kerja yang semakin kompleks dan
kompetitif, penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi dan
mengembangkan individu yang memiliki kualifikasi yang sesuai,
kompetensi yang diperlukan, serta mampu mencapai kinerja yang
unggul.

a. Kualifikasi

Kualifikasi mengacu pada pendidikan formal, pelatihan
khusus, pengalaman kerja, dan keterampilan yang dimiliki oleh
seseorang yang membuatnya cocok untuk melaksanakan tugas-
tugas tertentu atau memegang posisi tertentu dalam suatu
organisasi atau profesi. Kualifikasi mencerminkan pengetahuan
dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan
dengan efektif dan efisien (West & Durant, 2000).

Kualifikasi merujuk pada pendidikan, pelatihan, dan
pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang individu.
Implementasi sistem merit dengan fokus pada kualifikasi
melibatkan penilaian terhadap sejauh mana individu memiliki
keahlian, pengetahuan, dan kualifikasi formal yang relevan untuk

posisi atau tanggung jawab tertentu. Dalam lingkup ini,
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penghargaan atau promosi dapat diberikan kepada individu yang
memiliki kualifikasi yang lebih tinggi atau lebih sesuai dengan
persyaratan pekerjaan yang ada.

Kualifikasi berperan penting dalam pengambilan keputusan
terkait penerimaan kerja, promosi, dan penghargaan. Ketika
organisasi mengintegrasikan kualifikasi dalam sistem merit,
mereka memastikan bahwa individu yang memiliki pendidikan,
pelatihan, dan keterampilan yang diperlukan mendapatkan
pengakuan ~dan peluang yang sesuai. Hal ini membantu
membangun tim yang berkualitas tinggi dan memastikan bahwa
individu yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan mendapat
kesempatan untuk berkontribusi dengan maksimal.

. Kompetensi

Kompetensi mencakup keterampilan,  kemampuan, dan
karakteristik pribadi yang memungkinkan seseorang untuk
berhasil menjalankan tugas dan tanggung jawab tertentu (West &
Durant, 2000). Implementasi sistem merit yang
mempertimbangkan kompetensi akan menilai sejauh mana
individu memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mencapai
hasil yang diharapkan dalam pekerjaan mereka. Aspek ini
memungkinkan penghargaan dan promosi diberikan kepada
individu yang memiliki kompetensi yang relevan dan berdampak

positif pada pencapaian tujuan organisasi.
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Kompetensi adalah salah satu pilar penting dalam
memastikan bahwa individu dapat berkinerja dengan efektif dan
berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Implementasi sistem
merit yang berfokus pada kompetensi memungkinkan organisasi
untuk mengukur secara objektif sejauh mana individu memiliki
keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan
tugas dan tanggung jawab mereka.

. Kinerja

Kinerja adalah ukuran  konkret tentang bagaimana
seseorang mengeksekusi tugas dan tanggung jawabnya dalam
lingkungan kerja (West & Durant, 2000). Sistem merit yang
berfokus pada kinerja akan memeriksa hasil kerja individu,
produktivitas, inovasi, kontribusi pada proyek, dan pencapaian
tujuan secara umum. Penghargaan dan promosi diberikan kepada
individu yang secara konsisten menunjukkan kinerja yang tinggi
dan berdampak positif pada organisasi.

Kinerja individu dalam konteks organisasi adalah cerminan
nyata dari sejauh mana seseorang mampu menerapkan
pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mereka untuk
mencapai hasil yang diinginkan. Implementasi sistem merit yang
menilai kinerja memiliki dampak yang signifikan dalam memotivasi
karyawan, mengarahkan fokus pada tujuan organisasi, dan

mendorong budaya kerja yang berorientasi pada hasil.
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Melalui implementasi yang tepat, sistem merit yang
berfokus pada kinerja dapat menciptakan budaya di mana upaya
nyata dan kontribusi individu diakui dan dihargai. Ini berdampak
positif pada motivasi, retensi karyawan, dan produktivitas secara
keseluruhan. Dengan menghubungkan penghargaan dan promosi
langsung dengan prestasi konkret, organisasi dapat merangsang
pertumbuhan individual sekaligus mendorong keberhasilan
kolektif.

Dalam keseluruhan, implementasi sistem merit yang
mencakup kualifikasi, kompetensi, dan kinerja memberikan
kerangka kerja yang komprehensif untuk menghargai dan
mengembangkan karyawan yang memiliki kualitas yang
diperlukan untuk sukses dalam lingkungan bisnis yang semakin
dinamis. Pendekatan ini mengarah pada pengambilan keputusan
yang lebih objektif dan transparan, serta mendorong
pengembangan  karier = yang  berkelanjutan berdasarkan
kemampuan dan prestasi.

Meskipun sistem merit memiliki potensi untuk memberikan
banyak manfaat, implementasinya tidak selalu berjalan mulus dan
dapat menghadapi berbagai hambatan. Beberapa hambatan yang
timbul dalam implementasi sistem merit yang berorientasi pada

kinerja adalah:
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a. Subjektivitas Penilaian

Meskipun tujuan sistem merit adalah objektivitas, sering kali
penilaian kinerja masih memiliki unsur subjektivitas. Penilaian oleh
atasan atau rekan kerja dapat dipengaruhi oleh preferensi pribadi,
persepsi yang salah, atau bias yang tidak disadari, menghasilkan
penilaian yang tidak akurat dan tidak adil (West & Durant, 2000).
b. Kriteria yang Tidak Jelas

Jika kriteria_penilaian kinerja tidak ditetapkan dengan jelas
dan komprehensif, karyawan atau pegawai merasa bingung
tentang apa yang diharapkan dari mereka. Ketidakjelasan ini
dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam penilaian dan
ketidakpuasan di antara karyawan atau pegawai (Indra Aprilzoni &
Februarti Trimurni, 2022; West & Durant, 2000).
c. Sumber Daya

Pengimplementasian sistem merit yang memerlukan
sumber daya organisasi juga menjadi tantangan tersendiri karena
beberapa kasus juga didominasi masalah ini. Hal tersebut bisa
memengaruhi kemampuan organisasi (Mutia Ali et al., 2017; Park
& Jeon, 2022; Rakhmawanto et al., 2019).

Dalam menghadapi hambatan-hambatan ini, penting bagi
organisasi untuk tetap fleksibel, berkomunikasi secara terbuka,
dan melibatkan karyawan dalam proses perancangan dan

peningkatan sistem merit. Dengan demikian, hambatan-hambatan

54



ini dapat diatasi atau dikelola dengan lebih baik, dan implementasi
sistem merit dapat menjadi lebih efektif dan adil.
. Kerangka Pikir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem
merit dalam pengembangan karir jabatan pemerintahan pada
Kabupaten Sinjai apakah telah sesuai dengan prinsip teori
implementasi yang menjadi dasar dari penelitian ini. Studi ini
menggunakan pendekatan teori dari West & Durant (2000).

Gambar 1. Kerangka Pikir

Implementasi Sistem Merit Dalam Pengembangan
Karir Jabatan Pemerintahan di Kabupaten Sinjai

/\

Pengembangan Karir Jabatan Pemerintahan di Kendala Pelaksanaan Pengembangan Karir

Kabupaten Sinjai R o .
1. Ketidakjelasan kriteria penilaian

;' ﬁgﬁ”lng"éfesrisi . Kurangnya sumber daya
’ 3. i
3. Kinerja Kurangnya Transparansi dalam

pengambilan keputusan

Terwujudnya Pengisian Jabatan Berbasis Sistem
Merit

D. Kendala Pelaksanaan Pengembangan Karir
Kendala pelaksanaan pengembangan karir dalam konteks

pemerintahan dapat memiliki beragam indikator yang menghambat proses
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pengembangan pegawai. Beberapa indikator utama tersebut di antaranya
adalah terkait dengan ketidakjelasan kriteria penilaian, kurangnya sumber
daya, kurangnya pelatihan dan pengembangan (Poocharoen & Brillantes,

2013).

1. Ketidakjelasan Kriteria Penilaian

Ketidakjelasan kriteria penilaian merupakan salah satu
hambatan yang signifikan dalam pengembangan karir pegawai
pemerintahan. Saat kriteria untuk penilaian kinerja dan promosi
tidak didefinisikan dengan jelas, pegawai dapat mengalami
kebingungan dalam mengevaluasi -pencapaian mereka dan
merasa tidak yakin tentang langkah-langkah yang harus diambil
untuk meningkatkan karir. Kekurangan panduan ini juga dapat
menciptakan ketidakpastian dalam proses seleksi dan promosi,
mengakibatkan frustrasi dan merugikan pegawai yang berusaha
untuk berkembang. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan
kejelasan dalam kriteria penilaian menjadi penting agar pegawai
memiliki panduan yang kuat untuk mengarahkan upaya
pengembangan mereka dan mengambil langkah-langkah yang

sesuai untuk mencapai tujuan karir.

2. Kurangnya Sumber Daya

Kurangnya sumber daya merupakan tantangan nyata dalam
pelaksanaan pengembangan karir di lingkungan pemerintahan.

Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan dan
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pengembangan pegawai dapat menghambat kemampuan
pemerintah dalam menyediakan program-program pengembangan
yang optimal. Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur juga dapat
memengaruhi akses pegawai terhadap pelatihan yang efektif.

Ketidaktersediaan tenaga pengajar atau pelatih yang
berkualitas, serta kurangnya dukungan teknis dalam bentuk
perangkat lunak atau alat-alat yang relevan, dapat membawa
dampak negatif -~ terhadap upaya pengembangan Karir.
Keterbatasan waktu yang dihadapi oleh pegawai dalam
menjalankan tugas-tugas harian  juga dapat menghambat
partisipasi mereka dalam program pengembangan. Untuk
mengatasi kendala ini, pemerintah perlu mengambil langkah-
langkah strategis, seperti mengalokasikan anggaran yang
memadai, menjalin kemitraan dengan ' lembaga-lembaga
pendidikan atau pelatthan, serta memanfaatkan teknologi
informasi untuk menyediakan pelatihan secara fleksibel dan
efisien. Dengan demikian, meskipun terbatasnya sumber daya,
pengembangan karir pegawai dapat tetap terlaksana dengan hasil
yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

. Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan

Terbatasnya program pelatihan, akses yang terbatas, serta
ketidaksesuaian dengan kebutuhan dapat menghambat

kemampuan pegawai untuk meningkatkan keterampilan dan
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kompetensi. Kurangnya fasilitas dan tenaga pengajar berkualitas
juga membatasi manfaat dari pelatihan yang ada. Diperlukan
langkah-langkah strategis, termasuk penyediaan program
pelatihan yang relevan, peningkatan fasilitas, dan dukungan
terhadap pengajar yang berkualitas, untuk mengatasi kendala ini
dan memastikan pengembangan karir yang efektif bagi pegawai

pemerintahan.

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi
sistem merit dalam pengembangan karir jabatan pemerintahan di
Kabupaten Sinjai, dan kemudian mengukur sejauh mana implementasi
tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip teori yang diajukan oleh West &
Durant (2000). Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini
menawarkan kerangka kerja yang dapat membantu dalam memahami
bagaimana proses implementasi sistem merit berlangsung dan apakah
hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh teori
tersebut. Teori implementasi West & Durant (2000) menyediakan
landasan untuk memeriksa bagaimana konsep sistem merit dalam
pengembangan Kkarir jabatan pemerintahan di Kabupaten Sinjai

diterjemahkan ke dalam tindakan nyata.

F. Deskripsi Fokus
Fokus penelitian ini adalah untuk mendalami implementasi

sistem merit dalam pengembangan karir jabatan pemerintahan di
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Kabupaten Sinjai dengan mengkaji tiga aspek utama: kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja. Tiga dimensi ini menjadi inti dalam memahami
bagaimana sistem merit diimplementasikan dan apakah prinsip-prinsip
teori yang diterapkan dalam penelitian ini termanifestasi dalam praktik

di tingkat pemerintahan daerah.

1. Kualifikasi
Aspek kualifikasi  melibatkan penilaian terhadap
pendidikan formal, pelatihan, dan pengalaman kerja yang
dimiliki oleh individu dalam jabatan pemerintahan. Penelitian
akan menggali apakah Kabupaten Sinjai telah mengidentifikasi
dan menerapkan kualifikasi yang sesuai untuk setiap jabatan,
serta sejauh mana kualifikasi tersebut relevan dengan tugas dan
tanggung jawab yang diemban.
2. Kompetensi
Kompetensi mencakup keterampilan, kemampuan, dan
karakteristik pribadi yang memungkinkan individu untuk berhasil
dalam peran mereka. Penelitian akan menyelidiki apakah
implementasi sistem merit di Kabupaten Sinjai
mempertimbangkan pengukuran kompetensi yang akurat dan
obyektif. Pertanyaan kunci mungkin mencakup sejauh mana
pengukuran kompetensi mencakup aspek teknis dan
keterampilan sosial yang diperlukan untuk menjalankan tugas

pemerintahan.
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3. Kinerja
Pengukuran kinerja melibatkan penilaian terhadap hasil
kerja individu, produktivitas, inovasi, dan dampak positif pada
tujuan organisasi. Dalam konteks Kabupaten Sinjai, penelitian
akan mengevaluasi sejauh mana implementasi sistem merit
berfokus pada pengukuran kinerja yang terukur dan relevan.
Pertanyaan penting meliputi apakah penghargaan dan promosi
diberikan kepada individu yang secara konsisten mencapai hasil
kerja yang unggul dan memberikan kontribusi signifikan

terhadap kemajuan organisasi.

Dengan menganalisis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dalam
implementasi sistem merit di Kabupaten Sinjai, penelitian ini akan
memberikan wawasan mendalam tentang sejauh mana sistem merit
tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip teori yang menjadi dasar dari
penelitian ini. Hasil penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan
panduan bagi perbaikan atau penyesuaian dalam implementasi sistem
merit, serta mengidentifikasi potensi kesenjangan antara konsep dan
praktik yang terjadi dalam pengembangan karir jabatan pemerintahan di

tingkat kabupaten.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian Dan Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang
didasarkan oleh pengalaman dan fenomena yang dialami oleh peneliti.
Metode ini melibatkan deskripsi dan interpretasi dari hasil pengamatan
yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, bukan angka atau statistik
(Pratiwi and Ariawan 2017). menyambung hal tersebut Creswell dalam
Habsy (2017); mengatakan bahwa pendekatan kualitatif dianggap
sebagai salah satu metode di dalam melakukan penelitian, di mana
pendektan itu cenderung berfokus dalam memahami sebuah
fenomena sosial dan masalah manusia.

Dalam konteks ini, peneliti memaksimalkan pendekatan
tersebut sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis
pengembangan karir jabatan pemerintahan berdasarkan sistem merit
Pada Pemerintah Kabupaten Sinjai. Data penelitian diperoleh melalui
studi lapangan (observasi). Fokus penelitian pada pengembangan
karir jabatan berbasis sistem merit. Penelitian akan dilaksanakan
selama 3 (tiga) bulan. Obyek yang dianalisis adalah bagaimana
tahapan pelaksanaan tata jabatan pemerintahan, apakah sudah
sesuai dengan kualifikasi system merit atau tidak.

Adapun teknik analisis data di dalam penelitian tesis ini

memaksimalkan pola yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman
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terdiri dari beberapa poin penting, di mana reduksi data
dipertimbangkan dengan mentransformasi data yang diperoleh dari
catatan-catatan yang ditemukan di lapangan. Setelah data disusun
dan digabungkan, tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan atau
verifikasi. Peneliti melakukan analisis menyeluruh  dengan
menghubungkan antara pokok permasalahan yang diteliti, tinjauan
teoritis yang relevan, dan data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari
tahap ini adalah untuk menguji kebenaran data penelitian dan
memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan pada fakta
dan analisis yang akurat. Dengan melakukan proses reduksi data dan
penarikan kesimpulan secara cermat, peneliti dapat menghasilkan
laporan penelitian yang orisinal, berdasarkan data yang valid, dan

memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang penelitiannya.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam mendukung penelitian ini yaitu
dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, khususnya
kecamatan sinjai timur dan utara, yang berfokus pada kantor camat
dan lurah (Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan

system merit).

C. Unit Analisis dan Penentuan Informan
Pemilihan teknik pengambilan informan merupakan upaya
penelitian untuk mendapatkan informasi yang representatif (mewakili).

Rosady Ruslan dalam Luthfi et al.,, (2020); mengatakan bahwa
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Purposive sampling adalah metode pemilihan sampel dalam penelitian
yang dilakukan dengan tujuan tertentu dan dengan sengaja memilih
responden atau unit sampel yang dianggap memiliki informasi atau
karakteristik yang relevan dengan penelitian. Dengan demikian,
berdasar pada kesesuaian pada judul pengembangan karir jabatan
pemerintahan berdasar sistem merit pada pemerintah kabupaten
Sinjai, maka sasarannya adalah sebagai berikut.

Camat sinjai timur dan Camat sinjai utara dimana kedua
kecamatan tersebut memiliki kelurahan yang di anggap fenomenal

terkait pelaksanaan system merit.

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik ini merupakan aspek krusial dalam proses penelitian
manapun. Dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data
yang tepat, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang akurat dan
relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun diantara
teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1. Interview (Wawancara).

Dengan teknik wawancara, peneliti dapat memperoleh data
yang kaya dan mendalam, yang sulit diperoleh melalui metode lain
seperti observasi atau kuesioner. Keberhasilan wawancara juga
tergantung pada kemampuan peneliti dalam mengajukan
pertanyaan yang relevan dan mendengarkan dengan baik,

sehingga mendorong respon yang jujur dan terbuka dari
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responden. Secara keseluruhan, teknik wawancara menjadi alat
yang efektif dalam mengumpulkan data kualitatif yang berharga
dalam penelitian.

. Observasi.

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks
secara mendalam dan mendapatkan data yang objektif tentang
perilaku dan situasi yang sedang diamati. Observasi juga dapat
membantu mengidentifikasi aspek-aspek yang mungkin tidak
terungkap melalui metode lain. Namun, ada potensi pengaruh
peneliti terhadap objek yang diamati dan keterbatasan dalam
mengamati perilaku yang jarang terjadi.

. Dokumentasi.

Teknik - ini- lebih melibatkan tahap pengumpulan data yang
bersumber dari berbagai dokumen, di antaranya yaitu berupa
catatan, arsip, laporan, atau bahan tertulis lainnya yang relevan
dengan penelitian. Dokumen ini dapat berasal dari berbagai
sumber, seperti pemerintahan, organisasi, atau publikasi ilmiah.
Keuntungan dari teknik dokumentasi adalah data yang
dikumpulkan relatif mudah diakses dan dapat mencakup rentang
waktu yang lebih lama. Data dokumentasi juga cenderung lebih
objektif karena mencerminkan keadaan yang terjadi pada saat

dokumen tersebut dibuat (Arikunto, 2009).

65



E. Teknik Analisis Data

Dengan melibatkan langkah-langkah yang sistematis, analisis
data menjadi tahap krusial dalam penelitian. Proses ini memungkinkan
peneliti untuk menggabungkan data dari berbagai sumber dan
menyusunnya secara terstruktur. Melalui analisis yang cermat, peneliti
dapat mengenali pola, temuan, atau makna yang muncul dari data
yang telah terkumpul.

Pengelompokan data menjadi beberapa kategori yang relevan
menjadi langkah awal dalam analisis data. Selanjutnya, data diurai
menjadi unit-unit yang dapat diinterpretasikan dan dianalisis lebih
mendalam. Proses sintesis juga penting dalam menggabungkan
informasi dari berbagai aspek data untuk membentuk gambaran yang
holistik tentang fenomena yang diteliti.

Analisis data memungkinkan peneliti untuk memilih data yang
paling signifikan dan relevan. Data yang terpilih kemudian dijadikan
dasar untuk menyusun kesimpulan yang mudah dipahami dan
diterima oleh banyak orang. Dengan demikian, analisis data
memberikan arti penting dalam menghasilkan temuan yang kuat dan
berarti dalam penelitian, serta memberikan landasan yang kokoh
untuk mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan data yang

valid dan sah.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan ini penting untuk menghindari kesimpulan yang
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keliru dan memperkuat kepercayaan pada hasil penelitian (Mekarisce,
2020). Keabsahan data dalam penelitian kualitatif memainkan peran
krusial dalam membuktikan kebenaran penelitian ilmiah. Proses ini
mencakup pengujian data atau informasi yang diperoleh untuk
memastikan kualitas dan validitasnya.

Validitas dalam penelitian mengacu pada sejauh mana data
yang dikumpulkan mencerminkan kebenaran dan akurasi dari
fenomena yang sedang diteliti. Data yang valid dimungkinkan memiliki
kesesuaian yang sama dengan kecenderungan sebenarnya terjadi di
lapangan dan tidak mengalami distorsi atau bias. Sebaliknya, laporan
yang tidak sesuai dengan semestinya, maka data tersebut dianggap
tidak valid. Reliabilitas, di sisi lain, berhubungan dengan konsistensi
dan stabilitas data atau temuan. Data yang reliabel adalah data yang
dapat diandalkan dan menghasilkan hasil yang konsisten jika diulang
pada waktu dan tempat yang berbeda (Arikunto, 2009).

Untuk menjaga pengujian credibility data yang diperoleh dalam
penelitian ini, peneliti mengadopsi pendekatan triangulasi teknik
pengumpulan data-data. Triangulasi merupakan metode yang
menggabungkan beberapa teknik utama, di antaranya yaikni sebagai

berikut:
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Gambar 2. Triangulasi Data

[ Observasi ] < > [ Wawancara ]

N .

[ Dokumentasi ]

Proses dalam penelitian ini dimulai dengan menentukan fokus
penelitian melalui observasi pendahuluan. Setelah fokus penelitian
ditetapkan, peneliti melanjutkan dengan tahapan prosesi interview
atau wawancara sebagai pendekatan untuk menghasilkan informasi
krusial tentang topik penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik
untuk -menggali insight dan perspektif partisipan terkait fenomena
yang diteliti.

Sementara itu, teknik dokumentasi juga digunakan untuk
memperkuat kredibilitas data yang telah dikumpulkan. Dokumentasi
berperan dalam mendukung data dengan menggunakan berbagai
dokumen yang dimiliki oleh objek penelitian. Dokumen-dokumen ini
menyediakan bukti dan referensi tambahan yang mendukung data
yang dikumpulkan, sehingga memberikan validitas lebih pada temuan
penelitian.

Dengan melakukan triangulasi antara observasi, wawancara,
dan teknik dokumentasi, peneliti dapat menyatukan berbagai sumber
informasi yang saling melengkapi. Hal ini membantu memastikan
keakuratan dan validitas data yang diperoleh dalam penelitian,

sehingga menghasilkan temuan yang kuat dan dapat diandalkan.
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Proses triangulasi ini secara efektif meningkatkan kredibilitas

penelitian dan memperkuat keyakinan terhadap hasil yang diperoleh.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan Umum

1.

Gambaran Umum

Kabupaten Sinjai adalah salah satu kabupaten yang
terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Wilayah ini
terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi dan berbatasan
langsung dengan Kabupaten Bone di sebelah barat, Kabupaten
Maros di sebelah utara, dan Kabupaten Bulukumba di sebelah
timur. Kabupaten Sinjai memiliki luas wilayah sekitar 1.500
kilometer persegi.

Wilayah Kabupaten Sinjai memiliki topografi yang beragam,
mulai dari pegunungan hingga dataran rendah. Bagian utara
kabupaten ini didominasi oleh pegunungan, termasuk
Pegunungan Bawakaraeng yang merupakan bagian dari
rangkaian Pegunungan Barisan yang melintasi Sulawesi Selatan.
Di sebelah selatan, terdapat dataran rendah yang sebagian besar
digunakan untuk pertanian, terutama sawah dan ladang.
Kabupaten Sinjai memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata
antara 25-30 derajat Celsius sepanjang tahun. Curah hujan cukup
tinggi, terutama pada musim hujan antara bulan November hingga

April.
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Penduduk Kabupaten Sinjai mayoritas merupakan suku
Bugis, yang memiliki budaya dan adat istiadat yang khas. Bahasa
Bugis merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh
penduduk setempat. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai
petani, nelayan, atau pedagang.

Pemerintah Kabupaten Sinjai bertanggung jawab atas
pengelolaan wilayah ini, termasuk pembangunan infrastruktur,
pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Terdapat
beberapa kecamatan dan desa di Kahupaten Sinjai yang menjadi
fokus -« pembangunan = dan  penelitian ~untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Potensi wisata Kabupaten Sinjai cukup menarik, terutama
dalam hal pariwisata alam dan budaya. Beberapa destinasi wisata
populer di wilayah ini antara lain Pantai Tanjung Bira, Pantai Bara,
Danau Tempe, dan Makam La Tenrisau yang merupakan makam
raja-raja Sinjai. Selain itu, terdapat juga berbagai acara budaya
dan tradisi  yang menarik untuk dijelajahi. Dengan kondisi
geografis dan potensi yang dimilikinya, Pemerintah Kabupaten
Sinjai  memiliki banyak peluang dan tantangan dalam
mengembangkan wilayah ini secara berkelanjutan, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan budaya dan

lingkungan alam yang ada.
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2. Pemerintahan

Dalam konteks pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Sinjai
memiliki peran penting dalam mengelola dan mengatur berbagai
aspek pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya.
Pemerintah Kabupaten Sinjai dipimpin oleh seorang Bupati yang
dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan tertentu.
Bupati dibantu oleh Wakil Bupati serta jajaran pejabat struktural
yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi
pemerintahan.

Tugas utama Pemerintah = Kabupaten Sinjai adalah
menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan memberikan
pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Beberapa
tanggung jawab pemerintah daerah dalam konteks ini meliputi:

a. Pengelolaan Pembangunan: Pemerintah Kabupaten Sinjai
bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan
mengawasi berbagai program dan proyek pembangunan di
wilayahnya. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur,
seperti jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya, serta
pengembangan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan
pariwisata.

b. Penyediaan Pelayanan Publik: Pemerintah Kabupaten Sinjai
bertugas menyediakan berbagai pelayanan publik kepada

masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perizinan,

72



administrasi kependudukan, dan keamanan. Tujuan utamanya
adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan
memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Pengelolaan Keuangan Daerah: Pemerintah Kabupaten Sinjai
memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah
secara efisien dan transparan. Hal ini meliputi penganggaran,
pengelolaan pendapatan daerah, serta pengawasan dan
pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah Kabupaten
Sinjai bertugas memastikan kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan daerah. Ini melibatkan pengawasan terhadap
pelaksanaan  kebijakan, penegakan peraturan, serta
penanganan masalah-masalah hukum di wilayahnya.
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
Pemerintah ~ Kabupaten Sinjai memiliki peran dalam
pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di
wilayahnya. Ini termasuk peningkatan kualitas pendidikan,
pelatihan tenaga kerja, dan pemberdayaan masyarakat.
Berikut adalah detail daftar kecamatan dan kelurahan di
Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.
Kabupaten Sinjai Kepulauan terdiri dari 9 kecamatan, 13

kelurahan, dan 67 desa.
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Tabel 3. Deskripsi Kabupaten Sinjai

Kecamatan Jumlah Jumlah Status Daftar
Kelurahan | Desa Desal/Kelurahan
Bulupoddo 7 Desa Bulu Tellue
Duampanuae

Lamatti Riaja
Lamatti Riattang
Lamatti Riawang
Lappacinrana
Tompobulu

Pulau Sembilan 4 Desa Pulau Buhung Pitue
Pulau Harapan
Pulau Padaelo
Pulau Persatuan

Sinjai Barat 2 7 Desa Arabika
Barania
Bonto Salama
Boto Lempangan
Gunung Perak
Terasa
Turungan Baji

Balakia

Sinjai Barat 2 7 Kelurahan .
Tassililu

Sinjai Borong 1 7 Desa Barambang
Batu Belerang
Biji Nangka
Bonto Katute
Bonto Sinala
Bonto Tengnga
Kassi Buleng

Sinjai Borong 1 7 Kelurahan ' Pasir Putih

Sinjai Selatan 1 10 Desa Alenangka
Aska
Bulu Kamase
Gareccing
Palae
Palangka
Polewali
Puncak
Songing
Talle
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https://id.wikipedia.org/wiki/Bulu_Tellue%2C_Bulupoddo%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Duampanuae%2C_Bulupoddo%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Lamatti_Riaja%2C_Bulupoddo%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Lamatti_Riattang%2C_Bulupoddo%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Lamatti_Riawang%2C_Bulupoddo%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Lappacinrana%2C_Bulupoddo%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Tompobulu%2C_Bulupoddo%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sembilan%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Buhung_Pitue%2C_Pulau_Sembilan%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Harapan%2C_Pulau_Sembilan%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Padaelo%2C_Pulau_Sembilan%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Persatuan%2C_Pulau_Sembilan%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinjai_Barat%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Arabika%2C_Sinjai_Barat%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Barania%2C_Sinjai_Barat%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Bonto_Salama%2C_Sinjai_Barat%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Boto_Lempangan%2C_Sinjai_Barat%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Perak%2C_Sinjai_Barat%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Terasa%2C_Sinjai_Barat%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Turungan_Baji%2C_Sinjai_Barat%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinjai_Barat%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Balakia%2C_Sinjai_Barat%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Tassililu%2C_Sinjai_Barat%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinjai_Borong%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Barambang%2C_Sinjai_Borong%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_Belerang%2C_Sinjai_Borong%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Biji_Nangka%2C_Sinjai_Borong%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Bonto_Katute%2C_Sinjai_Borong%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Bonto_Sinala%2C_Sinjai_Borong%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Bonto_Tengnga%2C_Sinjai_Borong%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Kassi_Buleng%2C_Sinjai_Borong%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinjai_Borong%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasir_Putih%2C_Sinjai_Borong%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinjai_Selatan%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Alenangka%2C_Sinjai_Selatan%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Aska%2C_Sinjai_Selatan%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Bulu_Kamase%2C_Sinjai_Selatan%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Gareccing%2C_Sinjai_Selatan%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Palae%2C_Sinjai_Selatan%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Palangka%2C_Sinjai_Selatan%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Polewali%2C_Sinjai_Selatan%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Puncak%2C_Sinjai_Selatan%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Songing%2C_Sinjai_Selatan%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Talle%2C_Sinjai_Selatan%2C_Sinjai

Sinjai Selatan 1 10 Kelurahan = Sangiasseri

Sinjai Tengah 1 10 Desa Baru
Bonto
Gantarang
Kanrung
Kompang
Mattunreng Tellue
Pattongko
Saohiring
Saotanre
Saotengah

Sinjai Tengah 1 10 Kelurahan | Samaenre

Sinjai Timur 1 12 Desa Biroro
Bongki Lengkese
Kaloling
Kampala
Lasiai
Panaikang
Pasimarannu
Pattalassang
Salohe
Sanjai
Saukang
Tongke-Tongke

Sinjai Timur 1 12 Kelurahan = Samataring

Sinjai Utara 6 - Kelurahan = Alehanuae
Balangnipa
Biringere
Bongki
Lamatti Rilau
Lappa

Tellu Limpoe 1 10 Desa Bua
Era Baru
Kalobba
Lembang Lohe
Massaile
Pattongko
Samaturue
Saotengah
Suka Maju
Tellu Limpoe
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https://id.wikipedia.org/wiki/Sinjai_Timur%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Biroro%2C_Sinjai_Timur%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Bongki_Lengkese%2C_Sinjai_Timur%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Kaloling%2C_Sinjai_Timur%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Kampala%2C_Sinjai_Timur%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Lasiai%2C_Sinjai_Timur%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Panaikang%2C_Sinjai_Timur%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasimarannu%2C_Sinjai_Timur%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Pattalassang%2C_Sinjai_Timur%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Salohe%2C_Sinjai_Timur%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Sanjai%2C_Sinjai_Timur%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Saukang%2C_Sinjai_Timur%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Tongke-Tongke%2C_Sinjai_Timur%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinjai_Timur%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Samataring%2C_Sinjai_Timur%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinjai_Utara%2C_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Alehanuae%2C_Sinjai_Utara%2C_Sinjai
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Tellu Limpoe 1 10 Kelurahan | Mannanti
Total 13 67
Adapun fokus penelitian ini dilakukan di Kelurahan

Biringere, Kelurahan Lappa, dan Samataring. Dalam konteks

pemerintahan,

struktur

pemerintahan di

kelurahan-kelurahan

tersebut masing-masing diuraikan sebagai berikut:

Gambar 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Biringere
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Gambar 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Lappa
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Gambar 5. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Samataring
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Struktur organisasi pemerintahan pada tingkat kelurahan,
seperti di Kelurahan Biringere, Kelurahan Lappa, dan Samataring,
memiliki manfaat yang signifikan dalam mengatur dan
memfasilitasi pelayanan publik serta kebutuhan masyarakat di
tingkat lokal. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan
terorganisir dengan baik, pemerintah kelurahan dapat
meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
pemerintahan, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat
bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pertama, struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik
memungkinkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab
yang jelas di antara pegawai pemerintahan di tingkat kelurahan.
Hal ini memungkinkan setiap pegawai untuk fokus pada tugas-
tugas spesifik mereka sesuai dengan bidang tugas masing-
masing. Misalnya, ada pegawai yang bertanggung jawab untuk
urusan administrasi, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.
Dengan pembagian tugas vyang jelas, kelurahan dapat
memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih efisien kepada
masyarakat, karena setiap pegawai dapat mengelola tugasnya
dengan lebih terfokus.

Kedua, struktur organisasi yang terstruktur dengan baik
juga dapat mempermudah koordinasi dan komunikasi antara

berbagai bagian pemerintahan di tingkat kelurahan. Koordinasi
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yang baik akan menghindari tumpang tindih tugas dan upaya,
serta memastikan bahwa semua kegiatan pemerintahan berjalan
secara terpadu dan efektif. Misalnya, jika ada suatu program
pelayanan publik yang harus melibatkan beberapa bagian
pemerintahan di kelurahan, struktur organisasi yang jelas
memungkinkan kolaborasi yang lebih efisien dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi program tersebut. Akibatnya,
pelayanan publik dapat disediakan dengan lebih baik dan tepat
sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, struktur organisasi pemerintahan yang
baik di Kelurahan Biringere, Kelurahan Lappa, dan Samataring
sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik dan
kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal. Dengan adanya
pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang baik, struktur
organisasi ini dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dan

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
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Tabel 3. Profil Lurah di Kabupaten Sinjai

JABATAN LAMA JABATAN BARU RIWAYAT DIKLAT
TEMPAT | TANGGAL
NO NAMA LAHIR LAHIR PENDIDIKAN NAMA ™T NAMA ™T NAMA JABATAN ™T ] )
JABATAN | JABATAN | JABATAN JABATAN JABATAN
KEPALA KEPALA
SEKSI SEKSI
KETENTRAM
AN DAN ZE"\’I'DBA/?\INGUN LURAH MANNANTI
1 | IRWAN Sinjai 3112/1965 | SMA KETERTIBAN | 03012017 | ANDEN | 3111212019 KECAMATAN 27/03/2023 ; ;
UMUM TELLULIMPOE
KANTOR AAN
KECAMATAN ¥ASYARAKA
SINJAI TIMUR
QEBIUL I\S/I-;NAJEMEN SEKRETARIS SE?AP/\II;IAK/? (T)cF)ERA
2 | WAms, | Sinia 31121967 | NAEMER | PELAKSANA | 19/0412013 E%ﬁ%i | 17/07/2020 LURAH BONGKI 281102022 | DOMD R o
SE MANUSIA TKIV SBB
PENINGK
ATAN
KEPALA AKUNTAB | PUSDIK
MUHAMM SEKSI ILITAS RESKRI
AD o S-1 PEMERINTAH LURAH KANTOR PENGELO | M
3 | {Onus, | Sinie 120011970 | yann een | PELAKSANA | 01/0412017 | b= 08/11/2017 LURAR TASSIILY | 1710712020 | PERC M DK
SE KELURAHAN BARANG | LAT
TASSILIU MILIK POLRI
DAERAH
(BMD)
KEPALA KEPALA
SEKSI SEKSI
a S-11LMU PENAGIHAN PENGENDAL LURAH LAPPA S
4 | RER Sinjai 01/05/1970 | ADMINISTRAS! | DAN 20032012 | ARDEN ) | 1910772013 KEC. SINJAI 01/0312017 | DD ;
' NEGARA PELAPORAN UTARA
S.Sos NI N TKIV
S PENDAPATA
N DAERAH
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PENING

KEPALA PENATAU
SEKSI SAHAAN E’SL/T._,"I‘E
o1 ILMU PEMBENGUN KEUANG | fOME
NUR o - AN DAN LURAH PASIR AN DAN
5 | Naoarig | Siniai 03/09/1970 | ADMINISTRASI | PELAKSANA | 010772019 | ANDAN 1 3111212019 YA 281102022 | ANDAN | sexpE
NEGARA S
AAN LAAN ANGK.I
MASYARAKA ASSET el
T DAERAH | 2o
6 | AMIRA | Sinjai 07/03/1972 | PEMERINTAHA 19/02/2015 ALEHANUAE 01/03/2017
SIP N KEC.SINJAI KEC.SINJAI UTARA ATPIM
. UTARA ' TKIV
KEPALA SUB
BIDANG KEPALA
KEDUDUKAN SEKSI
ANDI HUKUM KETENTRAM LURAH LAMATTI
AGOS . S-1ILMU PEGAWAI AN DAN =
7 Sinjai 17/08/11972 | ADMINISTRAS! | PADA 19/07/2013 | KETERTIBAN | 01/03/2017 05/04/2023 ; ;
GUNAWA KECAMATAN
N NEGARA BIDANG UMUM PADA A TARA
. S- DATA DAN KANTOR
KEDUDUKAN KEC.
HUKUM BULUPODDO
PEGAWAI
S2
SEKRETARIS LURAH
8 | KURNIATI | Bua 03/01/1976 ﬁggmiTRAa PELAKSANA | 011072019 | S=KTETARS | 3111272019 i eING 05/10/2021 ; ;
ISKANDA S-1ILMU pEKRETARIS ;l,iﬁéTASSERl
9 Sinjai 29/09/1979 | PEMERINTAHA | PELAKSANA | 16/01/2017 | LURAH 24/06/2019 05/04/2023 ; ;
R, S.IP § o SERl KECAMATAN
SINJAI SELATAN
KEPALA
SEKSI
ABDI SIS EC A PUSTAKAWA II;LAE{:NHGNIPA SE?AP/}ISlAéﬁ
10 | WIRAWAN | Sinjai 10/05/1981 | ADMINISTRASI | UMUM 03/01/2017 31/12/2021 27/03/2023 ;
N AHLI MUDA KECAMATAN AT PIM
| S.Sos NEGARA KANTOR AT TARA e
KELURAHAN '
BONGKI
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PENDID

IKAN
DAN
ANDI SEKS LURAH SEPALAA | PELATI
MUDZIL PEMERINTAH ALEHANUAE pumDIKL | HAN
11 Bulukumba | 08121981 | S-1PSIKOLOGI | ANKANTOR | 03/01/2017 24/06/2019 LURAH BIRINGERE | 17/07/2020 PENYU
DJALIL, KEC. SINJAI AT PIM
o KELURAHAN s e SUNAN
: ALEHANUAE : PROFIL
KEPEN
DUDUK
AN
KEPALA
SEKSI
PEMBANGUN
AN DAN
LURAH BALAKIA
12 | SUNARTO | giiai 19/06/1983 | 1 PELAKSANA | 19/06/1983 | "EMBERDAY | 4g/05/9019 KECAMATAN 27/03/2023 ; ;
,SP PERTANIAN AAN Al BARAT
MASYARAKA
T KANTOR
KELURAHAN
BALAKIA
KEPALA
SEKSI
PEMBANGUN _ DIKLAT
AN DAN Diklat
BASO LY PEMBERDAY Dasar SEARC
13 | BINTANG, | Sinjai 00/04/1985 | MANAJEMEN | PELAKSANA | 09/04/1985 08/05/2019 LURAH SAMAENRE |  05/10/2021 H AND
AAN Bela
SE KEUANGAN RESQU
MASYARAKA Negara
Y E (SAR)
KELURAHAN
SAMAENRE
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Hubungan kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang
diemban memiliki dampak penting dalam efektivitas pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab dalam lingkungan kerja. Kualifikasi
pendidikan merujuk pada pendidikan formal dan pelatihan yang
dimiliki oleh individu, sementara jabatan merujuk pada peran atau
posisi yang diemban dalam struktur organisasi. Hubungan ini
memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana
individu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman
yang diperlukan untuk berhasil dalam pekerjaan yang mereka
jalani. - Berikut  adalah penjelasan untuk setiap Lurah yang

tercantum dalam daftar:

1) Lurah Mannanti Kecamatan Tellulimpoe (SMA): Lurah ini
memiliki- kualifikasi pendidikan SMA. Pendidikan SMA dapat
memberikan pemahaman dasar dalam administrasi dan
komunikasi yang diperlukan dalam mengelola wilayah
pemerintahan.

2) Lurah Bongki (S-1 Manajemen Sumber Daya Manusia): Lurah
ini memiliki kualifikasi S-1 dalam Manajemen Sumber Daya
Manusia. Kualifikasi ini sangat relevan karena jabatan lurah
melibatkan manajemen sumber daya manusia dalam lingkup
pemerintahan daerah.

3) Lurah Tassililu (S-1 Manajemen): Lurah ini memiliki kualifikasi

S-1 dalam Manajemen. Kualifikasi ini membantu dalam
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pemahaman tentang manajemen wilayah administratif dan
koordinasi dengan berbagai pihak.

Lurah Lappa Kec. Sinjai Utara (S-1 llmu Administrasi Negara):
Lurah ini memiliki kualifikasi S-1 dalam llmu Administrasi
Negara. Gelar ini relevan dalam konteks pemerintahan daerah
dan memberikan pemahaman tentang administrasi publik dan
kebijakan.

Lurah Pasir Putih (S-1 llmu Administrasi Negara): Lurah ini
juga memiliki kualifikasi S-1 dalam llmu Administrasi Negara.
Hal ini menunjukkan fokus pada pemahaman tentang operasi
pemerintahan.

Lurah Alehanuae Kec. Sinjai Utara (S-1 llmu Pemerintahan):
Lurah ini memiliki kualifikasi S-1 dalam !lmu Pemerintahan.
Pendidikan ini memberikan pemahaman tentang fungsi dan
proses pemerintahan.

Lurah Lammatti Rilau Kecamatan Sinjai Utara (S-1 limu
Administrasi Negara): Lurah ini memiliki kualifikasi S-1 dalam
lImu Administrasi Negara. Hal ini mungkin memberikan
landasan administratif yang diperlukan dalam tugas-tugas
pemerintahan.

Lurah Samataring (S-2 Administrasi Negara): Lurah ini

memiliki kualifikasi S-2 dalam Administrasi Negara. Kualifikasi
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10)

11)

12)

13)

tingkat master ini mungkin memberikan pemahaman yang
lebih mendalam tentang administrasi publik.

Lurah Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan (S-1 Ilimu
Pemerintahan): Lurah ini memiliki kualifikasi S-1 dalam limu
Pemerintahan. Gelar ini relevan dalam memahami operasi
pemerintahan di tingkat daerah.

Lurah Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara (S-1 Ilimu
Administrasi Negara): Lurah ini memiliki kualifikasi S-1 dalam
lImu Administrasi Negara. Kualifikasi ini mungkin membantu
dalam menjalankan tugas-tugas administratif.

Lurah Biringere (S-1 Psikologi): Lurah ini memiliki kualifikasi
S-1 dalam Psikologi. Sementara pendidikan ini mungkin tidak
secara langsung terkait dengan administrasi, pemahaman
tentang psikologi dapat mendukung interaksi dengan warga
dan staf.

Lurah Balakia Kecamatan Sinjai Barat (S-1 Pertanian): Lurah
ini memiliki kualifikasi S-1 dalam Pertanian. Pendidikan ini
mungkin memberikan pemahaman tentang pertanian yang
relevan dalam konteks daerah.

Lurah Samaenre (S-1 Manajemen Keuangan): Lurah ini
memiliki  kualifikasi S-1 dalam Manajemen Keuangan.
Kualifikasi ini dapat membantu dalam mengelola aspek

keuangan di tingkat pemerintahan daerah.
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Dalam keseluruhan, kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh
masing-masing Lurah mencerminkan beragam latar belakang
pendidikan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
jabatan mereka. Pendidikan ini dapat memberikan dasar
pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola
wilayah administratif dan berinteraksi dengan warga serta staf.
Meningkatkan pemahaman dan keterampilan yang spesifik sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Lurah.
Meskipun kualifikasi pendidikan- memberikan dasar yang kuat,
pelatihan dan pengembangan (diklat) juga sangat penting dalam
memastikan bahwa Lurah memiliki kompetensi yang tepat dalam

menjalankan tugas mereka secara efektif.

B. Hasil Penelitian

a) Implementasi Sistem Merit Dalam Pengembangan Karir
Jabatan Pemerintahan Pada Kabupaten Sinjai

Pengembangan  karir dalam jabatan pemerintahan
merupakan hal yang penting dalam menciptakan sistem
pemerintahan yang efektif dan profesional. Salah satu pendekatan
yang dapat digunakan dalam pengembangan karir adalah sistem
merit. Sistem merit bertujuan untuk memastikan bahwa promosi,
penempatan, dan pengakuan dalam jabatan pemerintahan

didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja individu.
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1. Kualifikasi
Kualifikasi merujuk pada standar dan persyaratan yang
harus dipenuhi oleh individu yang ingin mengajukan diri untuk
promosi, penempatan, atau pengakuan dalam jabatan
pemerintahan. Kualifikasi yang jelas dan objektif sangat penting
dalam sistem merit untuk memastikan bahwa individu yang
menduduki jabatan memiliki kemampuan dan kompetensi yang

sesuai.

Terkait kualifikasi, informan MB dari BKPSDMA Sinjai
menyatakan bahwa kualifikasi merupakan faktor kunci dalam

penempatan jabatan berbasis sistem merit.

“Kualifikasi harus sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan
kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas
dengan - baik. Informan ini juga menekankan perlunya
transparansi dalam menilai kualifikasi dan memastikan
bahwa proses seleksi didasarkan pada data dan fakta yang
objektif.” (Wawancara, 24 Mei, 2023).

Dari sudut pandang Lurah, AMD dari Biringngere,
kualifikasi menjadi dasar penting dalam pengembangan Kkarir

jabatan di tingkat kelurahan.

“‘Memilih individu yang memiliki kualifikasi sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab jabatan dapat meningkatkan
efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Pemahaman
tentang kualifikasi yang diperlukan untuk setiap jabatan
harus diperjelas dalam sistem merit untuk memastikan
penempatan yang tepat.” (Wawancara, 02 Juni, 2023).
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Kl dari Samataring, seorang Lurah lainnya, berpendapat
bahwa kualifikasi adalah fondasi bagi perkembangan Kkarir
pegawai.

“‘Mengakui dan memanfaatkan kualifikasi yang dimiliki oleh
pegawai adalah kunci dalam memajukan struktur organisasi.
Kualifikasi yang relevan dan up-to-date harus menjadi

pertimbangan utama dalam setiap tahap seleksi dan
penilaian.” (Wawancara, 12 Juni, 2023).

Dalam konteks ' pelaksanaan = sistem merit untuk
pengembangan karir jabatan di Pemerintah Kabupaten Sinjai,
informasi yang diberikan oleh para informan memberikan
gambaran penting tentang peran kualifikasi dalam proses
tersebut. Informan MB menegaskan bahwa kualifikasi
merupakan poin kunci dalam penempatan jabatan berbasis
merit. Kualifikasi harus sesuai dengan persyaratan pekerjaan
dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas
dengan baik. Poin ini menunjukkan bahwa dalam sistem merit,
penilaian kualifikasi adalah elemen kunci yang menjamin bahwa
pegawai ditempatkan di jabatan yang sesuai dengan

kapabilitasnya.

Lurah AMD dari Biringngere memberikan wawasan

selanjutnya, menegaskan pentingnya kualifikasi dalam
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meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Memilih individu yang
memiliki  kualifikasi yang tepat dapat mengarah pada
peningkatan  kualitas layanan yang diberikan kepada
masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem merit tidak
hanya berdampak pada pengembangan karir pegawai, tetapi
juga memberikan manfaat kepada masyarakat melalui pelayanan

yang lebih baik.

Pendapat Kl dari Samataring menyoroti peran kualifikasi
sebagai dasar untuk perkembangan karir pegawai dan kemajuan
struktur organisasi secara keseluruhan. Dengan mengakui dan
memanfaatkan kualifikasi yang relevan dan mutakhir, organisasi
dapat membangun tim yang lebih kompeten dan efisien. Analisis
dari ketiga informan ini secara kolektif mengindikasikan bahwa
penilaian kualifikasi yang obyekiif dan sesuai dengan
persyaratan pekerjaan adalah elemen penting dalam

implementasi sistem merit.

Secara keseluruhan, informasi dari para informan
memberikan pandangan yang konsisten tentang peran kualifikasi
dalam sistem merit. Kualifikasi menjadi dasar dalam penempatan
jabatan, pengembangan karir, dan juga berdampak positif pada
pelayanan publik dan kemajuan organisasi. Kejelasan,

objektivitas, dan transparansi dalam penilaian kualifikasi menjadi
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prasyarat utama untuk memastikan bahwa sistem merit berjalan

efektif dan berhasil dalam mencapai tujuan-tujuannya.

. Kompetensi

Kompetensi merupakan salah satu konsep kunci dalam
dunia pengembangan sumber daya manusia dan manajemen
organisasi. Secara umum, kompetensi mengacu pada kombinasi
pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan
oleh individu untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dengan
baik dalam konteks pekerjaan atau bidang tertentu. Lebih dari
sekadar pemahaman teoritis, kompetensi mencakup
kemampuan nyata untuk menerapkan pengetahuan dan

keterampilan dalam situasi praktis.

Dalam konteks pengembangan karir dan manajemen
organisasi, pentingnya kompetensi tidak bisa diabaikan. Setiap
jabatan memiliki seperangkat kompetensi yang spesifik yang
diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Inilah mengapa konsep kompetensi sering kali terkait erat
dengan sistem merit. Sistem merit menekankan penilaian dan
penempatan pegawai berdasarkan kualifikasi, prestasi, dan
potensi yang tercermin dalam kompetensi yang dimiliki oleh

individu.
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Dalam sistem merit, kompetensi menjadi landasan bagi
pengembangan karir pegawai dan penilaian kinerja. Penilaian
terhadap kompetensi individu menjadi dasar untuk menentukan
promosi, pelatihan, atau penugasan dalam jabatan-jabatan yang
lebih tinggi. Misalnya, bagi seseorang yang menunjukkan
kompetensi unggul dalam berkomunikasi dan kepemimpinan,
sistem merit dapat memberikan peluang bagi individu tersebut
untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar atau peran

manajerial.

Pentingnya kompetensi dalam sistem merit juga
menghindarkan praktik nepotisme atau diskriminasi dalam
penempatan jabatan. Sebaliknya, pemilihan dan promosi
pegawai didasarkan pada bukti konkret kompetensi yang relevan
dan terukur. Dengan fokus pada kompetensi, sistem merit
berusaha menciptakan lingkungan yang adil, transparan, dan

berkinerja tinggi di dalam organisasi.

Dengan demikian, kompetensi adalah elemen sentral
dalam sistem merit, yang mendorong penilaian dan
pengembangan karir berdasarkan kualifikasi dan prestasi yang
konkret. Penggunaan kompetensi sebagai landasan sistem merit
membantu  organisasi mengidentifikasi, mengukur, dan

mengembangkan potensi pegawai secara efektif, sehingga
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menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif, inovatif, dan
berhasil.
MB dari BKPSDMA Sinjai juga menyampaikan beberapa

hal terkait dengan kompetensi.

“‘Kompetensi merupakan fondasi penting dalam sistem merit.
Penilaian berdasarkan kompetensi membantu memastikan
bahwa pegawai memiliki kemampuan yang sesuai dengan
tugas jabatan. Dalam penilaian kinerja, kompetensi menjadi
indikator kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada
masyarakat.” (Wawancara, 24 Mei, 2023).

AMD dari Biringngere juga menyampaikan beberapa hal
terkait dengan kompetensi, salah satunya tentang tolak ukur.

"Kompetensi adalah tolok ukur dalam pengembangan karir di
tingkat manapun. Dalam konteks pemerintahan, memilih
pegawai dengan kompetensi yang tepat sesuai dengan
pekerjaan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas
pelayanan." (Wawancara, 02 Juni, 2023).

Keterangan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari
informan lainnya yaitu Ki dari Samataring.

"Kompetensi menjadi dasar dalam perkembangan Kkarir
pegawai. Pengakuan dan pemanfaatan kompetensi individu
memainkan peran kunci dalam membangun struktur
organisasi yang kuat. Sistem merit harus
mempertimbangkan dengan cermat kompetensi yang
diperlukan dalam setiap tahap seleksi." (Wawancara, 12
Juni, 2023).

Dari hasil wawancara dengan para informan, terlihat
dengan jelas pentingnya kompetensi sebagai elemen kunci
dalam penerapan sistem merit dalam pengembangan Kkarir

jabatan di Pemerintah Kabupaten Sinjai. MB dari BKPSDMA
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Sinjai menegaskan bahwa kompetensi merupakan fondasi yang
vital dalam sistem merit, karena penilaian berdasarkan
kompetensi memastikan bahwa pegawai memiliki kualifikasi
yang tepat untuk menjalankan tugas jabatan. Pemahaman ini
juga terlihat dalam pandangan AMD dari Biringngere yang
menganggap kompetensi sebagai tolok ukur penting dalam
pengembangan karir, khususnya dalam lingkungan
pemerintahan. Pandangan ini dikuatkan oleh Kl dari Samataring
yang menggarisbawahi peran  dasar kompetensi dalam

membangun struktur organisasi yang tangguh.

Pernyataan-pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa
kompetensi berperan sebagai alat ukur dan patokan penting
dalam proses penilaian, seleksi, dan pengembangan Kkarir
pegawai. Kompetensi membantu menilai kemampuan individu
secara obyektif, sehingga penempatan jabatan dan promosi
didasarkan pada fakta yang terukur. Terutama dalam konteks
pelayanan publik, seperti yang disoroti oleh MB, kompetensi
menjadi indikator langsung tentang kualitas pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat.

Selanjutnya, pernyataan dari para informan juga
menggarisbawahi perlunya keselarasan antara kompetensi yang
dimiliki pegawai dengan persyaratan tugas dan tanggung jawab

jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem merit secara
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substansial berupaya untuk menempatkan individu dengan
kompetensi yang sesuai di posisi yang sesuai pula. Pandangan
ini mendukung gagasan bahwa implementasi sistem merit dapat
menghasilkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-

tugas pemerintahan, seperti yang diungkapkan oleh AMD.

Secara keseluruhan, pandangan dan analisis dari para
informan menunjukkan bahwa kompetensi memainkan peran
sentral dalam penerapan sistem merit. Kompetensi tidak hanya
menjadi landasan objektif untuk pengembangan karir pegawai,
tetapi juga merupakan penanda kualitas layanan publik dan
kemajuan struktural organisasi. Dalam konteks dinamis
pemerintahan, peran kompetensi dalam sistem merit menjadi inti
dari peningkatan kinerja dan efektivitas organisasi secara

keseluruhan:

.Kinerja

Kinerja merujuk pada hasil kerja individu atau kelompok
dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan. Secara lebih
spesifik, kinerja melibatkan sejauh mana tugas-tugas dan
tanggung jawab yang diemban telah berhasil diselesaikan
dengan efisiensi, efektivitas, dan dampak yang diinginkan.
Evaluasi kinerja mencakup pengukuran terhadap pencapaian
target, kemajuan dalam pencapaian tujuan, dan kualitas hasil

yang dihasilkan oleh individu atau tim.
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Dalam konteks pengembangan karir dan manajemen
organisasi, kinerja menjadi parameter penting untuk menilai
prestasi pegawai. Kinerja yang baik merupakan indikator utama
kemampuan individu dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya. Namun, kinerja juga harus dinilai dengan obyektif dan
mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti lingkungan kerja,

sumber daya yang tersedia, dan kendala yang dihadapi.

Sistem merit memiliki kaitan erat dengan kinerja, karena
sistem ini mengacu pada penilaian dan pengembangan karir
pegawai berdasarkan prestasi kerja yang dihasilkan. Dalam
sistem merit, kinerja menjadi dasar penilaian yang obyektif dan
adil. Pegawai yang mampu mencapai hasil kerja yang baik,
memenuhi  target, dan memberikan dampak positif pada
organisasi akan memiliki peluang lebih besar untuk
mendapatkan  pengakuan, promosi, atau kesempatan

pengembangan karir.

Sistem merit berusaha menghindari penilaian yang
subjektif dan mempertimbangkan data dan fakta konkret dalam
mengevaluasi kinerja. Ini berarti bahwa individu yang memiliki
kinerja yang kuat dan terukur akan dihargai dan diakui secara
lebih adil dalam proses pengembangan karir. Lebih dari itu,
sistem merit mendorong peningkatan kinerja secara

berkelanjutan, karena individu akan termotivasi untuk terus
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meningkatkan prestasi kerja guna meraih pengakuan dan

manfaat dalam sistem merit.

Dengan demikian, kinerja adalah salah satu indikator
utama dalam sistem merit, yang mengukur sejauh mana prestasi
individu dalam mencapai tujuan dan hasil kerja. Sistem merit
memanfaatkan penilaian kinerja untuk mengambil keputusan
tentang pengembangan karir pegawai, menciptakan lingkungan
kerja yang berorientasi pada prestasi, transparansi, dan

kesempatan berdasarkan prestasi kerja yang objektif.

Kinerja merupakan ukuran utama dalam menilai hasil
kerja pegawai. Secara umum, Kinerja menggambarkan sejauh
mana individu atau kelompok mencapai tujuan dan hasil yang
diharapkan. Seperti yang diutarakan oleh informan MB dari
BKPSDMA Sinjai:

"Kinerja memiliki peran krusial dalam sistem merit. Penilaian
kinerja menjadi dasar untuk pengembangan karir pegawai.
Hasil kerja yang konsisten dan berkualitas akan membantu

memastikan pegawai mendapatkan pengakuan dan
kesempatan yang adil." (Wawancara, 24 Mei, 2023).

Pandangan ini didukung oleh AMD dari Biringngere yang

menyatakan:
"Kinerja adalah indikator penting dalam pengembangan
karir. Melalui penilaian kinerja yang akurat, dapat dipastikan

pegawai yang berkinerja baik mendapatkan peluang lebih
besar untuk pengembangan karir." (Wawancara, 02 Juni,
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2023).
Dari sudut pandang Kl dari Samataring, kinerja juga

mencerminkan profesionalisme dan dedikasi.

"Kinerja mencerminkan kesungguhan dalam menjalankan
tugas. Dalam sistem merit, penilaian kinerja membantu
mengidentifikasi  individu yang  berdedikasi  dalam
memberikan kontribusi positif bagi organisasi." (Wawancara,
12 Juni, 2023).

Secara komprehensif, kinerja menjadi pijakan untuk
keputusan terkait promosi, peningkatan gaji, dan peluang
pengembangan karir di bawah sistem merit. Analisis ini
memperlihatkan bagaimana kinerja memiliki dampak signifikan
dalam mendorong pencapaian tujuan organisasi dan

memberikan insentif bagi pegawai yang berprestasi.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka studi ini
memetakan bebepa poin penting yang akomodatif. Hal tersebut

dilihat sebagai berikut:
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Gambar 6. Implementasi Sistem Merit di Kabupaten Sinjai
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Dalam upaya untuk mengembangkan pengembangan
karir dalam jabatan pemerintahan di Kabupaten Sinjai,

implementasi sistem merit telah menjadi tonggak penting.

Penerapan sistem merit di wilayah ini didasarkan pada prinsip-
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prinsip utama yang mencakup kualifikasi, kompetensi, dan

kinerja pegawai.

Dalam hal kualifikasi, pendidikan formal, pengalaman
kerja, pelatihan, dan sertifikasi menjadi variabel kunci yang
dipertimbangkan. Adanya persyaratan pendidikan formal dan
sertifikasi yang relevan dengan jabatan bertujuan untuk
memastikan bahwa pegawai memiliki landasan pengetahuan
yang kuat untuk menjalankan tugasnya dengan baik.
Pengalaman kerja dan pelatihan juga menjadi faktor penentu,
memungkinkan individu untuk mengaplikasikan pengetahuan

mereka dalam situasi dunia nyata.

Sementara itu, variabel kompetensi juga memiliki peran
sentral dalam menilai keterampilan dan kemampuan individu.
Kemampuan komunikasi, kepemimpinan, adaptabilitas, dan
pengetahuan menjadi tolok ukur dalam mengukur kompetensi
pegawai. Sistem merit di Kabupaten Sinjai mengutamakan
kemampuan komunikasi yang efektif, karena itu penting dalam
interaksi dengan rekan kerja dan masyarakat. Kemampuan
kepemimpinan dan adaptabilitas juga dianggap krusial,
mengingat tuntutan lingkungan yang selalu berubah dalam
pemerintahan. Pengetahuan yang relevan dengan tugas jabatan

juga menjadi landasan penting dalam menilai kompetensi.
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Evaluasi kinerja merupakan aspek ketiga yang mendasari
implementasi sistem merit di Kabupaten Sinjai. Pencapaian
target, efisiensi kerja, dan kualitas hasil menjadi indikator kinerja
yang diukur secara obyektif. Pencapaian target mengukur sejauh
mana pegawai berhasil memenuhi tujuan yang ditetapkan.
Efisiensi kerja mencerminkan kemampuan individu dalam
menggunakan sumber daya dengan efektif, sementara kualitas
hasil menunjukkan standar keunggulan dalam pekerjaan yang

dihasilkan.

Dalam rangka pengembangan karir jabatan pemerintahan
di Kabupaten Sinjai, implementasi sistem merit mengintegrasikan
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai poin-poin utama
penilaian. Persyaratan kualifikasi, seperti pendidikan formal,
pengalaman kerja, pelatihan, dan sertifikasi, membantu
memastikan landasan pengetahuan yang kuat. Kompetensi yang
meliputi kemampuan komunikasi, kepemimpinan, adaptabilitas,
dan pengetahuan dianggap krusial dalam mengukur

keterampilan individu.

Evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan pencapaian
target, efisiensi kerja, dan kualitas hasil, memberikan gambaran
obyektif tentang kontribusi individu terhadap organisasi dan
masyarakat. Keselarasan antara ketiga aspek ini membantu

menciptakan tim pegawai yang kompeten, inovatif, dan
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berkualitas, yang pada akhirnya mendorong pelayanan publik
yang lebih efektif dan berkualitas bagi masyarakat Kabupaten

Sinjai.

Secara keseluruhan, implementasi sistem merit dengan
mempertimbangkan  kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
merupakan langkah strategis dalam membangun pengembangan
karir yang berfokus pada prestasi dan kemampuan. Pendekatan
ini  memberikan landasan yang kokoh bagi pengambilan
keputusan yang objektif dalam penempatan jabatan, promosi,
dan pengembangan karir, serta mendorong peningkatan kualitas

pelayanan publik dan kinerja organisasi secara keseluruhan.

b) Urgensi Pengembangan Karir berdasarkan sistem merit

Sistem merit, dalam konteks pengembangan karir jabatan
pemerintahan pada pegawai lingkup pemerintah Kabupaten Sinjai,
merujuk pada pendekatan yang berbasis pada prestasi, kompetensi,
dan kualifikasi yang objektif dalam proses pemilihan dan promosi
pegawai. Sistem merit bertujuan untuk memastikan bahwa
pengembangan karir di dalam pemerintahan daerah dilakukan secara
adil, transparan, dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Sinjai,
penting bagi pegawai pemerintahan untuk memiliki kesempatan yang
sama dalam mengembangkan karir mereka sesuai dengan kapabilitas

dan potensi yang dimiliki. Melalui sistem merit, proses seleksi,
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penilaian, dan promosi jabatan didasarkan pada prestasi kerja yang
terukur, kompetensi yang relevan, serta kualifikasi yang diperlukan.

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai sistem merit
dalam pengembangan Kkarir jabatan pemerintahan pada pegawai
lingkup pemerintah Kabupaten Sinjai:

Gambar 7. Sistem Merit Dalam Pengembangan Karir
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Sistem merit menekankan pentingnya keadilan dan
objektivitas dalam pemilihan dan promosi jabatan (Sofyan et al.,
2023). Penilaian didasarkan pada prestasi, kompetensi, dan kualifikasi
yang terukur, sehingga memastikan kesempatan yang sama bagi
setiap pegawai yang berkualifikasi (Welasari et al., 2020). Pertama-
tama, sistem merit menempatkan penekanan yang kuat pada prestasi
kerja sebagai faktor penilaian utama (Wulandari, 2016). Ini berarti
bahwa pegawai dinilai berdasarkan hasil konkret yang mereka capai

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Prestasi-
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prestasi ini bisa diukur melalui pencapaian target kinerja, proyek-
proyek yang berhasil, kontribusi signifikan terhadap organisasi, atau
pengakuan dari rekan kerja dan atasan.

Selain itu, sistem merit juga mempertimbangkan kompetensi
yang relevan dengan jabatan yang diinginkan. Kompetensi melibatkan
keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan khusus yang dibutuhkan
untuk berhasil dalam suatu jabatan (Hood & Lodge, 2004). Pegawai
yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang mereka
lamar akan memiliki keunggulan dalam penilaian (Kuykendall & Facer,
2002).

Kualifikasi yang terukur juga menjadi faktor penting dalam
sistem merit (Kuykendall & Facer, 2002). Ini mencakup pendidikan
formal, pelatihan, sertifikasi, atau pengalaman kerja yang relevan
dengan jabatan yang diinginkan. Pegawai yang telah memperoleh
kualifikasi tambahan atau pengalaman yang relevan akan memiliki
peluang yang lebih baik dalam proses pemilihan dan promosi. Dengan
mempertimbangkan prestasi, kompetensi, dan kualifikasi yang terukur,
sistem merit memastikan bahwa penilaian dan keputusan promosi
didasarkan pada fakta dan data yang obyektif. Ini mengurangi
kemungkinan adanya keputusan yang didasarkan pada preferensi
subjektif atau faktor-faktor non-kompetensi.

Dengan menerapkan sistem merit, pemerintah Kabupaten

Sinjai dapat menciptakan lingkungan yang adil, transparan, dan
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berkeadilan dalam pengembangan karir pegawai pemerintahan. Hal
ini tidak hanya memberikan motivasi dan penghargaan kepada
pegawai yang berprestasi, tetapi juga membangun kepercayaan
masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Dalam sistem merit, pegawai pemerintahan diberikan kesempatan
untuk mengikuti pelatihan, pendidikan lanjutan, dan pengembangan
profesional lainnya guna - meningkatkan keterampilan dan
pengetahuan mereka. Dengan demikian, mereka dapat menjadi lebih
efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam
menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Sinjai.

Sistem merit juga menuntut bahwa pegawai memiliki
kompetensi yang relevan dengan jabatan yang diinginkan (Hood &
Lodge, 2004). Pelatihan, pendidikan, dan pengembangan profesional
diberikan untuk meningkatkan kualifikasi pegawai, sehingga mereka
dapat lebih efekiif dalam menjalankan tugas-tugas jabatan
pemerintahan. Dalam konteks pengembangan karir jabatan
pemerintahan pada pegawai lingkup pemerintah Kabupaten Sinjai,
sistem merit memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi yang
diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas jabatan pemerintahan
secara efektif. Ini termasuk pemahaman tentang kebijakan pubilik,
regulasi, prosedur administratif, serta keterampilan manajemen dan
kepemimpinan yang relevan.

Pelatihan, pendidikan, dan pengembangan profesional
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menjadi bagian integral dari sistem merit (Hidayah & Herachwati,
2021). Pegawai diberikan kesempatan untuk meningkatkan
kompetensi mereka melalui program-program pengembangan yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau lembaga pendidikan
dan pelatihan terkait. Dalam pelatihan ini, pegawai dapat memperoleh
pengetahuan baru, mengembangkan keterampilan yang diperlukan,
dan memperluas pemahaman mereka tentang bidang tugas mereka.

Selain itu, pendidikan lanjutan juga diperhatikan dalam sistem
merit (Siregar & Lubis, 2017). Pemerintah daerah dapat memberikan
kesempatan bagi pegawai untuk melanjutkan studi mereka, seperti
program magister atau doktor, yang relevan dengan bidang pekerjaan
mereka. Pendidikan lanjutan ini membantu pegawai untuk
mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan analitis tentang
isu-isu yang berkaitan dengan pekerjaan mereka di pemerintahan
daerah.

Pengembangan profesional juga penting dalam sistem merit
(Hidayah & Herachwati, 2021). Ini dapat meliputi partisipasi dalam
konferensi, seminar, atau workshop yang berfokus pada topik-topik
terkini dalam pemerintahan atau bidang terkait lainnya. Dengan
berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan profesional, pegawai
dapat mengikuti tren terbaru, memperluas jaringan profesional, dan
mengembangkan pemikiran inovatif dalam melaksanakan tugas-tugas

jabatan pemerintahan mereka.
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Melalui peningkatan kompetensi dan kualifikasi pegawai,
sistem merit memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas-
tugas jabatan pemerintahan dengan lebih efektif dan efisien (Faris
Shafrullah et al., 2022). Meningkatnya kompetensi juga berkontribusi
pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh
pemerintah daerah Kabupaten Sinjai kepada masyarakat. Dengan
demikian, sistem merit menjadi mekanisme penting dalam
mengembangkan karir pegawai pemerintahan yang berkompeten dan
berkualitas.

Terdapat aspek penting lainnya yang dipertimbangkan dalam
pengembangan. karir jabatan pemerintahan pada pegawai lingkup
pemerintah Kabupaten Sinjai yaitu transparansi dan akuntabilitas.
Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip yang sangat penting
dalam sistem merit dalam pengembangan karir jabatan pemerintahan
(Mutia Ali et al., 2017). Proses seleksi, penilaian, dan promosi yang
transparan dan akuntabel memiliki beberapa manfaat yang signifikan.

Pertama-tama, transparansi dalam proses seleksi dan
penilaian memastikan bahwa semua pegawai memiliki akses yang
sama terhadap informasi mengenai persyaratan, kriteria penilaian,
dan prosedur yang akan diikuti (Moon & Hwang, 2013). Hal ini
menghilangkan kesempatan bagi praktik nepotisme, di mana
keputusan didasarkan pada hubungan pribadi atau kepentingan non-

kompetensi (Akuffo & Kivipdld, 2020). Dengan adanya transparansi,
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pegawai memiliki keyakinan bahwa proses seleksi dan penilaian akan
dilakukan secara adil dan obyektif, berdasarkan kualifikasi dan
prestasi yang terukur. Ini membantu membangun kepercayaan
pegawai terhadap sistem merit dan mengurangi keraguan atau
ketidakpuasan yang mungkin timbul.

Selanjutnya, akuntabilitas dalam sistem merit menempatkan
tanggung jawab pada pihak-pihak yang terlibat dalam proses seleksi
dan penilaian. Keputusan promosi harus didasarkan pada alasan yang
jelas, obyektif, dan terukur (Mutia Ali et al., 2017). Para pengambil
keputusan harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan mereka
dan memberikan penjelasan yang rasional jika diperlukan.

Adanya akuntabilitas, risiko korupsi dan kolusi dalam
pengambilan keputusan promosi dapat diminimalkan (Kohler &
Dimancesco, 2020). Prosedur yang transparan dan akuntabel
memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap keputusan dan
tindakan yang dilakukan. Ini membaniu mencegah penyalahgunaan
kekuasaan, penyelewengan, atau favoritisme dalam pengembangan
karir pegawai pemerintahan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas
dalam sistem merit juga membangun Kkepercayaan masyarakat
terhadap pemerintahan daerah (Nugraha, 2012). Ketika masyarakat
melihat bahwa proses seleksi, penilaian, dan promosi dilakukan
secara jujur, adil, dan berdasarkan kualifikasi yang relevan, mereka

akan merasa yakin bahwa pemerintah daerah bertindak untuk
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kepentingan umum dan memilih pegawai yang berkualitas.

Meningkatnya kepercayaan masyarakat pada pemerintahan
daerah berdampak positif pada hubungan antara pemerintah dan
masyarakat (Baharuddin et al., 2021). Masyarakat akan merasa lebih
terlibat, mendukung, dan bekerja sama dengan pemerintah dalam
upaya meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah
secara keseluruhan (Alkraiji & Ameen, 2022; Lachapelle et al., 2021;
Tsang et al., 2009). Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas
dalam proses seleksi, penilaian, dan promosi dalam sistem merit tidak
hanya membantu - meminimalkan praktik nepotisme, korupsi, dan
kolusi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintahan daerah.

Melalui sistem merit, pegawai pemerintahan di Kabupaten
Sinjai juga diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang diberikan kepada masyarakat. Dengan menempatkan
pegawai yang paling berkualifikasi dan berkompeten di posisi yang
tepat, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebutuhan dan
harapan masyarakat terpenuhi dengan baik.

Dalam konteks pengembangan karir jabatan pemerintahan,
sistem merit juga dapat membantu mengurangi praktik nepotisme,
korupsi, dan kolusi dalam pemerintahan (Setyowati, 2016). Dengan
mengedepankan prinsip-prinsip objektivitas dan transparansi, sistem

merit meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan serta
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membangun integritas dan akuntabilitas di dalam lingkungan kerja
pemerintahan Kabupaten Sinjai.

Sistem merit dalam pengembangan karir jabatan
pemerintahan pada pegawai lingkup pemerintah Kabupaten Sinjai
memainkan peran penting dalam memastikan pemerintah daerah
memiliki pegawai yang berkualitas, kompeten, dan bertanggung
jawab. Dengan menerapkan sistem merit, Kabupaten Sinjai dapat
membangun administrasi yang profesional, efisien, dan efektif,
sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan

bagi masyarakatnya.

c¢) Kendala Pelaksanaan Pengembangan Karir Jabatan
Pemerintahan

Meskipun sistem merit dalam pengembangan karir jabatan
pemerintahan pada pegawai lingkup pemerintah memiliki tujuan
yang mulia dalam memastikan keadilan, transparansi, dan
efektivitas, tidak jarang terdapat beberapa kendala atau tantangan
yang dapat muncul dalam implementasinya (Haning & Tahili, 2018).
Hal ini juga berlaku untuk Kabupaten Sinjai, di mana sistem merit
mungkin menghadapi beberapa kendala yang perlu diperhatikan
dan diatasi.

Dalam konteks Kabupaten Sinjai, beberapa kendala yang

terjadi dalam sistem merit adalah sebagai berikut:
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Gambar 8. Beberapa Kendala Penerapan Sistem Merit

Di Kabupaten Sinjai

Permasalahan

‘5 5

/7/

Ketidakjelasan Kurangnya sumber Kurangnya Kurangnya
knteria penilaian daya untuk transparansi dalam pemantauan dan
pelatihan dan pengambilan pengawasan
pengembangan keputusan

1. Ketidakjelasan Kriteria Penilaian

Salah satu masalah yang sering muncul adalah
ketidakjelasan mengenai kriteria penilaian dalam proses seleksi
dan promosi. Jika kriteria yang digunakan tidak terdefinisi dengan
jelas dan terbuka untuk semua pegawai, hal ini dapat menimbulkan
ketidakadilan = dan meragukan keobjektiifan  proses tersebut
(Daryanto, 2007; Sahambangung, Pioh, et al., 2019).
Ketidakjelasan kriteria penilaian dalam sistem merit dapat
menciptakan ketidakpastian dan meragukan keadilan dalam proses
seleksi dan promosi jabatan. Jika kriteria penilaian tidak terdefinisi
dengan jelas dan tidak disosialisasikan secara terbuka kepada
semua pegawai, hal ini dapat menimbulkan keraguan dan spekulasi
mengenai faktor-faktor apa yang benar-benar dipertimbangkan
dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks Kabupaten Sinjai, masalah ketidakjelasan

kriteria penilaian dapat menjadi perhatian. Misalnya, jika tidak ada
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pedoman yang jelas tentang kompetensi atau kualifikasi yang harus
dipenuhi untuk setiap jabatan, pegawai mungkin merasa bingung
dan tidak yakin mengenai persyaratan yang harus mereka penuhi
untuk mendapatkan promosi.

Selain itu, jika kriteria penilaian tidak disosialisasikan
dengan baik kepada seluruh pegawai, mereka tidak memahami
faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian kinerja atau
promosi. Hal ini dapat mengakibatkan rasa ketidakadilan dan
ketidakpuasan di antara pegawai yang merasa bahwa mereka tidak
diberikan kesempatan yang sama untuk maju dalam karir mereka.
Dalam mengatasi masalah ini di Kabupaten Sinjai, penting untuk
menyusun kriteria penilaian yang jelas dan terdefinisi dengan baik.

Hal ini- melibatkan pengembangan pedoman yang
menyebutkan secara rinci kualifikasi, kompetensi, dan prestasi
yang akan dievaluasi dalam proses seleksi dan penilaian kinerja.
Pedoman ini harus dipublikasikan secara transparan dan diakses
oleh semua pegawai, sehingga mereka memiliki pemahaman yang
jelas tentang apa yang diharapkan dan bagaimana penilaian akan
dilakukan (Sefullah et al., 2020). Meskipun tidak semua informan
menyampaikan permasalahan yang sama, tapi hal ini perlu
ditindaklanjuti untuk memaksimalkan sistem merit yang lebih baik.
2. Kurangnya Sumber Daya Penilaian Untuk Pelatihan dan

Pengembangan
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Permasalahan lain yang berhasil diidentifikasi yaitu tentang
kurangnya sumber daya untuk pelatihan dan pengembangan.
Implementasi sistem merit yang efektif membutuhkan adanya
sumber daya yang memadai untuk memberikan pelatihan,
pendidikan lanjutan, dan pengembangan profesional kepada
pegawai (Chariah et al., 2020). Jika di Kabupaten Sinjai mengalami
keterbatasan sumber daya, maka akan sulit untuk memenuhi
kebutuhan pengembangan kualifikasi pegawai secara optimal.

Hal ini disampaikan oleh salah satu informan MB, yang
menyebutkan bahwa peningkatan SDM terus dilakukan tapi jumlah
SDM saat ini dianggap belum memadai.

“‘Permasalahan SDM ini sangat kompleks, disisi lainnya
pemerintah menyatakan kesiapan untuk melaksanakan system
merit, namun dari sisi jumlah SDM yeng tersedia belum
memadai. Hal semacam ini tentu menghambat gagasan merit
sistem dan perlu upaya lebih baik untuk membentuk SDM yang
unggul” (Wawancara, 24 Mei, 2023).

Selain itu, informan lain Kl juga menegaskan pentingnya SDM
dengan terus memberikan pelatihan-pelatihan bagi aparatur atau para
pegawai.

“Pentingnya sistem merit di Kabupaten Sinjai, atau di mana pun
di Indonesia, berasal dari kebutuhan untuk mewujudkan
pemerintahan yang transparan, profesional, dan adil, tapi masih
perlu dimaksimalkan, terutama pada aspek pelatihan-pelatihan
untuk  menunjang peningkatan  kompetensi  pegawai”
(Wawancara, 12 Juni, 2023).

Kurangnya sumber daya untuk pelatihan dan

pengembangan dapat menjadi kendala serius dalam implementasi
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sistem merit di Kabupaten Sinjai. Ketika sumber daya yang
diperlukan untuk memberikan pelatihan, pendidikan lanjutan, dan
pengembangan profesional terbatas, pegawai  mungkin
menghadapi kesulitan dalam meningkatkan kualifikasi mereka
sesuai dengan tuntutan jabatan pemerintahan (Chariah et al., 2020;
Sudrajat, 2014).

Kurangnya  sumber  daya dapat  mengakibatkan
keterbatasan akses pegawai terhadap pelatihan yang diperlukan
untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal ini
dapat menghambat kemampuan pegawai untuk memenuhi
persyaratan jabatan yang lebih tinggi dan mengembangkan
kompetensi yang relevan (Sudrajat, 2014). Kurangnya sumber daya
juga dapat menciptakan kesenjangan dalam pengembangan
kualifikasi antara pegawai (Hidayah & Herachwati, 2021). Beberapa
pegawai yang memiliki akses ke sumber daya yang lebih baik
mungkin dapat mengikuti pelatihan dan pendidikan lanjutan,
sementara yang lain tidak memiliki kesempatan yang sama. Hal ini
dapat menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan dalam
kesempatan pengembangan karir pegawai.

Tanpa sumber daya yang memadai untuk pelatihan dan
pengembangan, pegawai mungkin mengalami kesulitan dalam
meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan tuntutan jabatan

(Muda & Rafiki, 2014). Ini dapat berdampak negatif pada kualitas
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pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah, karena
pegawai tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang
mutakhir untuk menjalankan tugas-tugas mereka.

Ketika sumber daya terbatas, pegawai juga dimungkinkan
akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh kualifikasi
tambahan atau pengalaman yang diperlukan untuk maju dalam
karir mereka (Chariah et al.; 2020). Hal ini dapat mengakibatkan
terhambatnya kemajuan karir, di mana pegawai dapat saja terjebak
dalam posisi yang sama tanpa kesempatan untuk naik ke tingkat
yang lebih tinggi (Wirtz & Jerger, 2016).

Untuk mengatasi masalah kurangnya sumber daya, penting
bagi pemerintah Kabupaten Sinjai untuk mengalokasikan anggaran
dan sumber daya yang memadai untuk pelatihan dan
pengembangan pegawai. Anggaran merupakan aspek krusial
dalam mendukung pelatinan untuk mengakomodasi aspek sumber
daya manusia yang handal (Rosiadi et al., 2018). Hal ini dapat
mencakup mendirikan program pelatihan internal, berkolaborasi
dengan lembaga pendidikan dan pelatihan eksternal, atau
memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien.

Selain itu, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan
pendekatan yang berbasis pada teknologi, seperti pelatihan online
atau e-learning, yang dapat lebih terjangkau dan fleksibel dalam hal

waktu dan biaya (M. A. Rahman et al., 2020). Dengan mengatasi
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keterbatasan sumber daya, Kabupaten Sinjai dapat memastikan
bahwa pegawai memiliki akses yang memadai untuk pelatihan dan
pengembangan, sehingga mereka dapat meningkatkan kualifikasi
dan kompetensi mereka sesuai dengan tuntutan jabatan. Hal ini
akan mendukung implementasi sistem merit yang efektif dan
memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan
pelayanan publik yang berkualitas tinggi.

3. Kurangnya Transparansi dalam pengambilan keputusan

Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan
dalam sistem merit dapat memiliki- implikasi yang serius terhadap
integritas dan efektivitas sistem tersebut. Sistem merit seharusnya
menjadi landasan bagi seleksi berdasarkan kualifikasi dan
kemampuan, namun tanpa transparansi yang memadai, risiko
penyelewengan dan ketidakadilan dapat timbul. Kurangnya kriteria
yang jelas dan keterbukaan dalam penilaian dapat meragukan
keadilan proses seleksi, 'menciptakan kebingungan terkait
penentuan kualifikasi, dan mengganggu kepercayaan terhadap
hasil keputusan.

Selain itu, potensi penyalahgunaan kekuasaan atau praktik
korupsi juga dapat meningkat akibat kurangnya pengawasan dan
pertanggungjawaban. Oleh karena itu, untuk membangun sistem
merit yang kuat dan dapat diandalkan, penting untuk memastikan

bahwa proses seleksi didasarkan pada standar yang jelas,
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dokumentasi yang teliti, dan transparansi yang tinggi. Dengan
demikian, sistem merit dapat berfungsi sebagaimana mestinya
sebagai alat yang adil dan obyektif dalam perekrutan dan
pengembangan pegawai.

Hal ini disampaikan juga oleh salah satu informan ARA,
yang menyebutkan bahwa Transparansi dalam pengambilan
keputusan masih perlu dioptimalkan.

“‘Aspek ini seharusnya dapat dioptimalkan lagi kedepannya.
Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dalam
sistem merit dapat menciptakan ketidakpastian, ketidakadilan,
dan merusak kepercayaan. Proses seleksi yang tidak terbuka
dapat mengaburkan alasan di balik keputusan, mengakibatkan
keraguan terhadap keadilan, dan merugikan individu yang
pantas mendapatkan kesempatan” (Wawancara, 24 Mei, 2023).

Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan
dalam sistem merit memiliki dampak serius terhadap integritas dan
efektivitas sistem tersebut. Meskipun sistem merit seharusnya
menjadi dasar seleksi yang didasarkan pada kualifikasi dan
kemampuan, kurangnya transparansi dapat memunculkan risiko
penyelewengan dan ketidakadilan. Kriteria yang tidak jelas dan
ketidakbukaan dalam penilaian dapat meragukan keadilan proses
seleksi dan mengganggu kepercayaan terhadap hasil keputusan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat
transparansi dengan memastikan bahwa proses seleksi didasarkan
pada standar yang jelas, dokumentasi yang teliti, dan tingkat

transparansi yang tinggi. Dengan demikian, sistem merit dapat

116



berfungsi sepenuhnya sebagai alat yang adil dan obyektif dalam
rekrutmen dan pengembangan pegawai, sebagaimana disorot oleh
salah satu informan yang mengingatkan  pentingnya

mengoptimalkan transparansi dalam proses ini.

Permasalahan lainnya yang ditemukan juga terkait lurah
yang di mutasi ke eselon yang sama dan tidak di promosi.
Berdasarkan informasi dari informan AL, menyebutkan bahwa
penerapan sistem merit belum maksimal, karena minimnya
transparansi dan masih terkesan kurang objektif.

“Saya ini mantan lurah yang di mutasi dengan jabatan

eselon yang setara. Untuk penerapan sistem merit saya pikir

bagus untuk mendukung pengembangan Karir jabatan para
aparatur, terutama mereka yang memiliki kompetensi dan
kontribusi dalam pemerintahan. Meski demikian, penerapan
itu belum sepenuhnya maksimal karena ada kecenderungan

penilaiannya tidak objektif dan kurang transparan.”
(Wawancara, 28 Juni, 2023).

Dalam respon jawaban tersebut, mantan lurah Sangiasseri
mengungkapkan pandangannya mengenai penerapan sistem merit
dalam pengembangan Kkarir jabatan para aparatur. Dia
menganggap bahwa sistem merit merupakan hal yang bagus untuk
mendukung pengembangan karir dan penempatan jabatan yang
lebih sesuai dengan kompetensi dan kontribusi masing-masing
pegawai. Pendapat ini sesuai dengan tujuan dari sistem merit itu

sendiri, yaitu untuk menghindari nepotisme dan ketergantungan
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pada faktor subjektif dalam penempatan jabatan.

Namun, dia juga menyoroti bahwa penerapan sistem merit
belum sepenuhnya maksimal. Dia mencatat bahwa ada
kecenderungan penilaian yang tidak objektif dan kurang transparan.
Hal ini mengindikasikan bahwa ada potensi untuk terjadinya
favoritisme atau praktik-praktik tidak adil dalam proses penilaian
dan penempatan jabatan. Ketidakobjektifan penilaian dapat
merugikan pegawai yang sebenarnya memiliki kompetensi dan
kontribusi yang baik namun kurang mendapat pengakuan yang
sesuai. Hal ini membutuhkan upaya implementasi yang baik

kedepannya.

4. Kurangnya Pemantauan dan Pengawasan

Kendala lain yang perlu diatasi yaitu terkait kurangnya
pemantauan dan pengawasan. Penting untuk memastikan adanya
pemantauan dan pengawasan yang efektif terhadap implementasi
sistem merit (Nurnadhifa & Syahrina, 2021). Hal ini disampaikan
oleh juga oleh salah satu informan MB, yang menyebutkan bahwa
sistem pengawasan diperlukan kedepannya.

“‘Belum semua keputusan yang dihasilkan atasan berjalan
dengan transparan dan penilaian kerja antara atasan dan
bawahan masih ada yang belum obyektif. Itu membutuhkan
pengawasan lebih, sehingga hal-hal tersebut dapat diatasi”
(Wawancara, 24 Mei, 2023).

Hal ini juga disampaikan oleh informan lainnya ARA yang
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menjelaskan bahwa:
“Masih perlu dimaksimalkan kedepannya, terutama dalam
memberikan informasi terkait pelatihan, penilaian, dan

pengawasan untuk membentuk pemerintahan yang baik
berdasarkan kapasitas aparatur” (Wawancara, 22 Juni, 2023).

Kurangnya pemantauan dan pengawasan yang memadai
dapat membuka peluang bagi keputusan yang tidak obyekiif,
praktik penyalahgunaan kekuasaan, serta kurangnya transparansi
dan akuntabilitas (Nurnadhifa & Syahrina, 2021). Oleh karena itu,
penting bagi pemerintah Kabupaten Sinjai untuk menyusun Kriteria
penilaian yang terdefinisi dengan jelas, memperkuat pemantauan
dan pengawasan melalui tim atau lembaga yang bertanggung
jawab, serta memberikan pelatihan kepada pegawai dan pengawas
terkait. Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Sinjai dapat
meningkatkan keadilan, integritas, dan efektivitas sistem merit
dalam pengembangan karir pegawai pemerintahan.

Dalam hal ini, terdapat beberapa fasilitas yang dibutuhkan
aparatur (kelompok sasaran) dalam menunjang program sistem
merit yaitu dengan kebijakan dan assesment centre.

C. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Penguatan sistem merit: kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
Penguatan sistem merit dalam pengelolaan pemerintahan telah
menjadi fokus penting dalam upaya menciptakan aparatur yang
berkualitas dan mampu memberikan pelayanan publik yang efektif.

Sistem merit mengedepankan prinsip penilaian berdasarkan
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kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai landasan utama
pengambilan  keputusan terkait promosi, rekrutmen, dan
pengembangan karir pegawai pemerintahan. Kualifikasi akademik
yang sesuai, keterampilan yang relevan, serta kinerja yang konsisten
menjadi pilar utama yang mendukung efisiensi dan efektivitas dalam
menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dalam konteks ini, penting
untuk menganalisis bagaimana penguatan sistem merit dalam tiga
dimensi ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi pemerintahan
dan masyarakat.

Penguatan - sistem merit melalui ~ penilaian kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja memiliki dampak yang luas terhadap kualitas
pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. Pertama, penilaian
kualifikasi yang ketat memastikan bahwa individu yang menduduki
jabatan memiliki latar belakang akademik yang relevan dengan tugas-
tugas yang diemban. Ini membawa manfaat dalam hal pemahaman
mendalam tentang isu-isu yang dihadapi dan memberikan landasan
kuat dalam pengambilan keputusan yang kompeten.

Kedua, penilaian kompetensi memainkan peran krusial dalam
mengukur keterampilan teknis dan non-teknis yang diperlukan untuk
menjalankan tugas. Dengan mengidentifikasi dan mengembangkan
kompetensi yang diperlukan dalam posisi tertentu, sistem merit
memastikan bahwa pegawai memiliki kemampuan yang relevan dan

up-to-date. Ini mendukung peningkatan kualitas pelayanan, inovasi,
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serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

Ketiga, penilaian kinerja membantu memastikan bahwa
pegawai yang berkinerja baik mendapatkan pengakuan dan
kesempatan pengembangan karir yang layak. Hal ini mendorong
pegawai untuk terus meningkatkan kinerja mereka, memberikan
motivasi yang diperlukan untuk mencapai hasil terbaik dalam tugas-
tugas yang diemban.

Secara keseluruhan, penguatan sistem merit dengan
mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja memiliki
potensi untuk menciptakan aparatur pemeriniahan yang unggul dan
mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Namun, perlu
diperhatikan bahwa implementasi yang efektif memerlukan kerangka
kerja yang jelas, transparansi, serta pengawasan yang memadai
untuk mencegah risiko penyelewengan atau bias yang dapat merusak
integritas sistem merit itu sendiri.

Penguatan sistem merit dengan penekanan pada kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja dapat memberikan dampak signifikan pada
efisiensi administrasi pemerintahan. Dengan menilai kualifikasi secara
cermat, pemerintah dapat memastikan bahwa pegawai yang
didistribusikan pada berbagai posisi memiliki pengetahuan dan
pemahaman yang relevan terhadap tugas yang mereka tangani. Ini
mengurangi peluang kesalahan dan kebingungan, serta mempercepat

proses pengambilan keputusan. Selain itu, penilaian kompetensi
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memungkinkan penempatan yang tepat pada posisi yang sesuai
dengan keahlian individu, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk
adaptasi dan peningkatan produktivitas kerja. Hasil kinerja yang diukur
secara obyektif juga memberikan panduan dalam mengidentifikasi
area di mana perbaikan diperlukan, sehingga langkah-langkah
peningkatan dapat diambil dengan lebih efektif.

Sistem merit yang ditekankan pada kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja memiliki potensi-untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
yang diberikan kepada masyarakat. Pegawai yang memiliki kualifikasi
yang relevan dan kompetensi' yang memadai lebih mungkin untuk
memberikan solusi yang tepat dan efektif terhadap masalah yang
dihadapi oleh masyarakat. Penilaian kinerja yang berkelanjutan juga
mendorong pegawai untuk mempertahankan standar kualitas yang
tinggi dalam pelayanan mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan
kepuasan masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap
pemerintah dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan
warganya.

Penguatan sistem merit dengan fokus pada kompetensi juga
dapat merangsang inovasi dan pengembangan dalam pemerintahan.
Kompetensi yang diperlukan dalam posisi tertentu sering mencakup
pemahaman mendalam tentang masalah yang kompleks dan
kemampuan untuk berpikir kreatif dalam mencari solusi. Dengan

mendorong pengembangan kompetensi ini, sistem merit dapat
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menginspirasi pegawai untuk mencari pendekatan baru dalam
mengatasi tantangan yang ada. Hal ini berpotensi membawa
perubahan positif dalam penyediaan pelayanan publik, serta
mendukung transformasi dan modernisasi di berbagai sektor
pemerintahan.

Namun, penting untuk diingat bahwa penguatan sistem merit
bukanlah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan. Diperlukan
dukungan penuh dari- pemerintah dalam bentuk kebijakan yang
mendukung, sumber daya yang memadai, serta budaya kerja yang
mendorong pertumbuhan dan peningkatan. Dalam konteks ini,
transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang kuat
tetap menjadi elemen kunci dalam menjaga integritas dan
keberlanjutan sistem merit yang diperkuat.

2. Mendukung sistem merit: Pemenuhan fasilitas

Untuk ini cari juga apa sub yang bagus untuk di tampilkan
Dalam upaya untuk memperkuat sistem merit dalam pengelolaan
pemerintahan, dukungan yang kokoh dari berbagai aspek menjadi
krusial. Pemenuhan fasilitas yang tepat dan kebijakan yang
mendukung, serta penggunaan metode penilaian seperti assessment
center, semuanya memiliki peran penting dalam memastikan bahwa
sistem merit berjalan dengan efektif dan adil. Fasilitas yang memadai
memberikan lingkungan yang kondusif bagi pegawai untuk

mengembangkan kompetensi dan kinerja, sementara kebijakan yang
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baik membentuk kerangka kerja yang mendukung implementasi
sistem merit.

Penggunaan assessment center sebagai alat penilaian
menyeluruh juga dapat membantu mengukur kualifikasi dan
kompetensi secara obyektif, memastikan bahwa keputusan promosi
dan pengembangan karir didasarkan pada evaluasi yang tepat dan
cermat. Dalam konteks ini, perlu dianalisis bagaimana pemenuhan
fasilitas dan kebijakan yang tepat, serta penerapan assessment
center, mampu memberikan fondasi yang kuat bagi sistem merit yang
berkelanjutan.

Gambar 9. Fasilitas Yang Diperlukan Untuk Mendukung Sistem
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Assessment center
Berdasarkan informasi dari informan MB, menyebutkan bahwa
fasilitas yang dibutuhkan aparatur (kelompok sasaran) dalam
menunjang program sistem merit yaitu di antaranya adalah kebijakan
dan assesment centre.

‘Dalam  mendukung program sistem merit dalam
pengembangan karir pegawai pemerintahan, dua fasilitas
penting adalah aturan hukum dan kebijakan yang
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mendukung serta assessment center.” (Wawancara, 24 Mei,
2023).

Informan lainnya AMD, juga menegaskan pentingnya aspek
kebijakan yang memadai dalam menunjang program sistem merit.

‘Dalam mengimplementasikan sistem merit, penting bagi
pemerintah daerah Kabupaten Sinjai untuk memiliki aturan
kebijakan yang mendukung yang mengatur proses seleksi,
penilaian, dan promosi. Aturan ini memberikan kerangka kerja
yang jelas dan mengikat bagi aparatur, menjaga integritas dan
transparansi dalam sistem merit.” (Wawancara, 02 Juni, 2023).

Dalam  mendukung program sistem merit dalam
pengembangan karir pegawai pemerintahan, aparatur atau kelompok
sasaran membutuhkan fasilitas yang dapat membantu implementasi
yang efektif. Dua fasilitas penting yang dapat menunjang program
sistem merit adalah kebijakan yang mendukung dan assessment
center.

Pertama, kebijakan yang mendukung sangat penting dalam
menjamin keberhasilan = sistem merit. Kebijakan ini mencakup
pedoman dan aturan yang jelas tentang seleksi, penilaian, dan
promosi jabatan pemerintahan (Chariah et al., 2020; Nurnadhifa &
Syahrina, 2021). Kebijakan ini harus memuat kriteria penilaian yang
terdefinisi dengan baik, prosedur seleksi yang transparan, dan
pedoman yang jelas mengenai promosi berdasarkan prestasi dan
kualifikasi. Dengan adanya kebijakan yang kuat, aparatur dapat
memiliki pegangan yang jelas tentang apa yang diharapkan dalam

pengembangan karir mereka, serta merasa lebih yakin bahwa proses
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seleksi dan promosi dilakukan secara adil dan obyektif.

Kedua, assessment center adalah fasilitas yang dapat
membantu dalam proses evaluasi dan penilaian pegawai secara
komprehensif. Assessment center melibatkan berbagai tes dan latihan
yang dirancang khusus untuk mengukur kompetensi, keterampilan,
dan potensi pegawai (Herd et al., 2016). Melalui assessment center,
aparatur dapat melalui serangkaian aktivitas seperti studi kasus,
simulasi peran, diskusi kelompok, dan wawancara yang dirancang
untuk mengungkapkan kemampuan dan potensi mereka dalam
menghadapi situasi nyata yang terkait dengan jabatan pemerintahan.
Dengan demikian, assessment center membantu mengidentifikasi
pegawai yang memiliki kualifikasi dan kemampuan yang sesuai
dengan jabatan yang diinginkan, serta memastikan penilaian yang
lebih obyektif dan komprehensif dalam sistem merit (Kuswara &
Mayasari, 2023).

Dalam memfasilitasi program sistem merit, pemerintah daerah
Kabupaten Sinjai perlu memastikan adanya kebijakan yang
mendukung dan assessment center yang efektif. Dengan kebijakan
yang jelas dan terstruktur, serta fasilitas assessment center yang baik,
aparatur akan memiliki landasan yang solid untuk mengembangkan
karir mereka berdasarkan prestasi, kompetensi, dan kualifikasi yang
terukur. Fasilitas-fasilitas ini membantu meminimalkan ketidakjelasan

kriteria penilaian, meningkatkan transparansi, dan memastikan

126



penilaian yang obyektif dalam sistem merit.

Implementasi sistem merit dalam pengembangan karir jabatan

pemerintahan memiliki manfaat yang signifikan bagi pemerintahan

kedepannya. Beberapa manfaat sistem merit tersebut adalah sebagai

berikut:

1.

Sistem merit memberikan keadilan dan kesetaraan peluang bagi
pegawai pemerintahan yang berkualifikasi. Melalui penilaian yang
objektif berdasarkan prestasi, kompetensi, dan kualifikasi yang
terukur, setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk
memajukan karirnya. Ini mencegah praktik nepotisme, korupsi,
dan kolusi, serta menciptakan lingkungan yang adil bagi seluruh

pegawai.

. Dengan memprioritaskan kompetensi dan  kualifikasi dalam

pengembangan Kkarir, sistem merit membantu meningkatkan
kualitas ' pelayanan publik yang diberikan oleh pegawai
pemerintahan. Pegawai yang memiliki kualifikasi dan kompetensi
yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka akan
mampu menjalankan tugas dengan lebih efektif, efisien, dan
profesional. Hal ini berkontribusi pada pelayanan publik yang lebih
baik kepada masyarakat.

Sistem merit memperhatikan pengembangan sumber daya
manusia dengan memberikan pelatihan, pendidikan lanjutan, dan

pengembangan  profesional kepada pegawai. Dengan
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meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pegawai, pemerintahan
dapat membangun tim yang lebih berkualitas, berpengetahuan
luas, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang
dinamis. Ini akan membantu pemerintahan menghadapi tantangan
yang kompleks dan meningkatkan kapasitas organisasi secara
keseluruhan.

. Implementasi sistem merit-mempromosikan transparansi dalam
proses seleksi, penilaian, dan promosi. Kriteria penilaian yang
jelas dan proses yang terbuka memberikan keyakinan kepada
pegawai dan masyarakat bahwa keputusan didasarkan pada
pertimbangan yang obyektif. Selain itu, sistem merit juga
memperkuat akuntabilitas pegawai dan manajemen pemerintahan
dalam pengembangan karir dan pengambilan keputusan terkait
promosi.

. Sistem merit yang jelas dan berbasis prestasi dapat meningkatkan
motivasi dan kepuasan pegawai. Pegawai yang tahu bahwa
kinerja dan kompetensi mereka dihargai dan diakui akan
termotivasi untuk terus meningkatkan diri. Selain itu, sistem merit
yang adil dan transparan juga memberikan rasa keadilan dan
kepercayaan kepada pegawai, yang pada gilirannya
meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka terhadap
organisasi.

Dengan  menerapkan sistem merit secara efekiif,
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pemerintahan kedepannya akan mendapatkan manfaat berupa
peningkatan keadilan, kualitas layanan publik yang lebih baik,
pengembangan sumber daya manusia yang kuat, transparansi dan
akuntabilitas yang tinggi, serta motivasi dan kepuasan pegawai yang
tinggi. Ini akan membantu pemerintahan dalam mencapai tujuan
pembangunan yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik
yang berkualitas kepada masyarakat (Hidayah & Herachwati, 2021;
Mutia Ali et al., 2017; Siregar & Lubis, 2017).

Dari rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini
terdapat fokus pada pengembangan karir berdasarkan sistem merit
pada pegawai lingkup pemerintahan Kabupaten Sinjai. Setiap
responden memberikan jawaban dan pandangan yang berbeda
mengenai pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam sistem ini.
Secara umum, pengembangan Karir jabatan pemerintahan berbasis
sistem merit di Kabupaten Sinjai telah dilaksanakan dengan beberapa
langkah dan upaya. Meskipun sudah berjalan, masih terdapat kendala
yang perlu diatasi untuk mencapai tingkat optimal.

Salah satu kendala adalah penyerapan informasi yang tidak
maksimal oleh para aparatur pemerintahan. Meskipun telah dilakukan
sosialisasi, belum semua pegawai memahami sistem merit secara
menyeluruh. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan pelatihan yang
lebih intensif diperlukan agar seluruh aparatur pemerintahan dapat

memahami dan mengimplementasikan sistem merit dengan baik.
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Selain itu, kendala lainnya adalah jumlah SDM yang belum mencukupi
untuk mendukung pelaksanaan sistem merit secara maksimal.
Diperlukan lebih banyak pegawai yang berkualifikasi dan kompeten
agar sistem merit dapat berjalan dengan lebih efektif. Namun,
kualifikasi pegawai yang saat ini sudah sesuai dengan jabatannya
menunjukkan progres positif dalam penerapan sistem ini.

Masalah anggaran juga menjadi hambatan dalam
pelaksanaan sistem merit. Anggaran yang belum mencukupi untuk
pelatihan, penilaian, dan pengawasan menjadi salah satu alasan
belum optimalnya  sistem ini. Pemerintah perlu mengalokasikan
anggaran yang memadai agar seluruh tahapan penerapan sistem
merit dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pentingnya fasilitas
penunjang seperti Assessment Centre yang belum tersedia di
Kabupaten Sinjai menjadi kendala tambahan dalam pelaksanaan
sistem merit. Keberadaan fasilitas ini akan sangat membantu dalam
proses penilaian kinerja dan penempatan pegawai berdasarkan merit.

Untuk ~mengatasi  kendala-kendala  tersebut, peran
kepemimpinan sangat penting. Para pemimpin pemerintahan harus
aktif mendukung pelaksanaan sistem merit, memastikan proses
penilaian objektif dan transparan, serta menyediakan sumber daya
yang cukup untuk pelatihan dan pengembangan SDM. Peningkatan
akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan reformasi birokrasi juga

menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem merit yang
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berjalan optimal.

Secara  keseluruhan, pengembangan  karir  jabatan
pemerintahan berbasis sistem merit di Kabupaten Sinjai telah
menunjukkan progres positif meskipun masih memerlukan upaya lebih
lanjut. Dengan meningkatkan sosialisasi, pelatihan, transparansi,
anggaran, dan fasilitas penunjang, diharapkan sistem merit dapat
berjalan lebih efektif dan menghasilkan aparatur pemerintahan yang
berkualitas, kompeten, dan profesional dalam menjalankan tugasnya
untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa informan yang
berperan sebagai nharasumber untuk memberikan wawasan yang lebih
mendalam terkait pelaksanaan sistem merit dalam pengembangan
karir jabatan dii Pemerintah Kabupaten Sinjai. Dengan melibatkan
informan dengan kapasitas dan pengalaman yang memadai dari
berbagai latar belakang, penelitian ini dapat mendapatkan wawasan
yang komprehensif tentang pelaksanaan sistem merit dalam
pengembangan Kkarir jabatan di Pemerintah Kabupaten Sinjai.
Informasi dari para narasumber tersebut sangat berharga dalam
menganalisis keberhasilan, tantangan, dan peluang yang terkait

dengan penerapan sistem merit di wilayah tersebut.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam era tuntutan efisiensi dan pelayanan publik yang

berkualitas, implementasi sistem merit sebagai pendekatan dalam

pengembangan Kkarir jabatan di Pemerintah Kabupaten Sinjai

membawa sejumlah poin - penting yang perlu diapresiasi dan

diperhatikan:

1.

Orientasi pada Kualifikasi: Sistem merit menekankan pentingnya
kualifikasi sebagai fondasi penilaian yang objektif. Memastikan
bahwa individu yang ditempatkan dalam ‘jabatan memiliki
kualifikasi pendidikan dan pengalaman yang sesuai adalah
langkah penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab.

Penekanan pada Kompetensi: Kompetensi menjadi pijakan utama
dalam sistem merit. Pengukuran kompetensi individu, termasuk
pengetahuan, keterampilan, dan sikap, membantu memastikan
bahwa pegawai memiliki kemampuan yang relevan dengan tugas
jabatan. Ini mendukung efisiensi dan kualitas dalam pelayanan
publik.

Pentingnya Penilaian Kinerja: Penilaian kinerja yang berdasarkan
data dan fakta menjadi inti dalam sistem merit. Kinerja menjadi

tolok ukur prestasi individu dan menawarkan pandangan obyektif
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terhadap kontribusi pegawai. Sistem merit mendorong pegawai
untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan dampak positif

pada organisasi.

Selain itu, implementasi sistem merit dalam pengembangan
karir jabatan pemerintahan di Kabupaten Sinjai dinilai dapat
dioptimalkan pada masa yang akan datang, hal tersebut
membutuhkan beberapa faktor penting yang harus diperhatikan untuk
meminimalisir kendala serius di masa yang akan datang.

1. Kriteria penilaian -terdefinisi dengan jelas dan disosialisasikan
secara terbuka kepada semua pegawai.

2. Penting bagi pemerintah Kabupaten Sinjai untuk mengalokasikan
sumber daya yang memadai untuk memberikan pelatihan,
pendidikan lanjutan, dan pengembangan profesional kepada
pegawal, sehingga mereka dapat meningkatkan kompetensi dan
efektivitas dalam menjalankan tugas-jabatan pemerintahan.

3. Kebijakan dan aturan hukum yang mendukung harus diterapkan
untuk memastikan keberhasilan dan integritas sistem merit.

4. Pengawasan yang memadai harus dilakukan untuk mencegah
penyalahgunaan kekuasaan dan membangun kepercayaan

pegawai dan masyarakat terhadap proses seleksi dan penilaian.

Dalam mengatasi masalah-masalah yang ada, pemerintah
Kabupaten Sinjai perlu mengambil langkah-langkah strategis seperti

menyusun kriteria penilaian yang jelas, mengalokasikan sumber daya
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yang memadai untuk pelatihan dan pengembangan, membangun
kebijakan yang mendukung, serta memperkuat pemantauan dan
pengawasan. Dengan mengimplementasikan sistem merit yang
efektif, Kabupaten Sinjai dapat membangun karir pegawai yang
berkualitas, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan
dalam konteks sistem merit dan pengembangan Kkarir jabatan
pemerintahan di Kabupaten Sinjai:

1. Mendorong adanya kajian dan penelitian ‘'yang mendalam
mengenai implementasi sistem merit dan pengembangan karir di
Kabupaten  Sinjai. Studi ini dapat membantu dalam
mengidentifikasi masalah, mengevaluasi keefektifan program, dan
memberikan dasar untuk penyempurnaan kebijakan dan praktik
yang ada.

2. Mengembangkan kerjasama yang erat dengan lembaga
pendidikan, seperti universitas atau sekolah tinggi, untuk
mendapatkan saran dan dukungan akademik dalam merancang
dan mengimplementasikan program pengembangan karir yang
berkualitas. Lembaga pendidikan dapat memberikan wawasan
yang berharga dalam menyusun kurikulum, pelatihan, dan

pengembangan profesional yang relevan dengan kebutuhan
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pegawai pemerintahan.

Mengidentifikasi kebutuhan khusus pegawai pemerintahan di
Kabupaten Sinjai dan menyusun program pelatihan dan
pengembangan yang sesuai. Program ini dapat mencakup
pelatihan dalam bidang manajemen, kepemimpinan, komunikasi,
penguasaan teknologi, dan aspek lain yang relevan dengan tugas-
tugas jabatan pemerintahan.

Memastikan pegawai memiliki akses yang mudah terhadap
informasi mengenai persyaratan, kriteria penilaian, dan peluang
karir ~yang tersedia. Hal ini dapat dilakukan melalui
pengembangan portal atau platform informasi internal yang
menyediakan panduan, kebijakan, dan sumber daya yang relevan
bagi pegawai.

Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi sistem merit
dan program pengembangan  karir - untuk mengevaluasi
keberhasilan dan menemukan area perbaikan. Selain itu,
memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pegawai
mengenai penilaian kinerja mereka dapat membantu dalam
pengembangan pribadi dan perbaikan.

Mengedepankan transparansi dalam proses seleksi, penilaian,
dan promosi jabatan pemerintahan serta melibatkan pegawai dan
pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan dan

pengambilan keputusan terkait pengembangan karir. Ini akan
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memberikan rasa kepemilikan dan meningkatkan kepercayaan

serta partisipasi aktif dari pegawai.

Melalui penerapan saran-saran ini, Kabupaten Sinjai dapat
memperkuat pengembangan sistem merit dan karir pegawai
pemerintahan. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang
kondusif bagi pertumbuhan profesional, meningkatkan kualitas

pelayanan publik, dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.
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